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 1 Universitas Indonesia 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya sesuai dengan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah 

meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan 

masyarakat tersebut haruslah dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan 

merata kepada seluruh masyarakat Indonesia, salah satu caranya adalah dengan 

menerapkan sistem jaminan sosial yang didapat melalui mekanisme income 

transfer atau redistribusi pendapatan (Spicker, 1995).  

Di Indonesia melalui disahkannya UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah berkomitmen untuk 

menyelenggarakan jaminan sosial kepada masyarakat dengan mendirikan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia. Ada dua BPJS yang didirikan 

oleh pemerintah, yakni BPJS Kesehatan yang sebelumnya adalah PT Askes 

(Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya adalah PT Jamsostek 

(Persero).  

Tujuan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tercantum 

dalam Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ialah untuk 

memberikan kepastian hukum terkait penyelenggaran jaminan sosial bagi seluruh 

masyarakat agar dapat berjalan secara efektif dan efisien guna menjamin seluruh 

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. 

PT Jamsostek (Persero) sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU No 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berubah menjadi BPJS 

Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 dan menurut Pasal 64 BPJS 

Ketenagakerjaan mulai beroperasi penuh paling lambat tanggal 1 Juli 2015. 

Transformasi tersebut tidaklah mudah, mengingat banyak hal yang harus dihadapi 

oleh PT Jamsostek (Persero), tidak hanya perubahan status perusahaan namun 

juga organ perusahaan. Organ BPJS ditentukan dalam UU No 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terdiri atas Dewan Pengawas 

dan Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Prinsip pengelolaan 
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pun berbeda, menurut UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial pasal 4, terdapat 9 prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial 

Nasional, yaitu kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, 

akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil 

pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan 

program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. 

BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial 

mempunyai kewajiban untuk mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial 

berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Hal 

tersebut tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yakni,  

“Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan 

aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil 

yang memadai.”  

 

Disebutkan juga dalam Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yakni,  

“Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial bertugas untuk mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan 

Peserta.” 

 

Dana Jaminan Sosial berasal dari jumlah iuran peserta yang membayar 

iuran untuk mengikuti program Jaminan Sosial yang dimiliki oleh BPJS 

Ketenagakerjaan antara lain program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun 

(JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). 

Disebutkan dalam prinsip penyelenggaran jaminan sosial, prinsip keterbukaan dan 

akuntabilitas haruslah diterapkan dalam semua aspek penyelenggaran khususnya 

yang berhubungan dengan Dana Jaminan Sosial dikarenakan hal tersebut 

menyangkut hak dan kewajiban yang nantinya akan diberikan kembali ke masing-

masing tenaga kerja, oleh karena itu semua pengelolaan Dana Jaminan Sosial 

harus diinformasikan ke masyarakat karena menurut Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan 

sudah bukan lagi perusahaan yang bersifat prolaba namun sudah berorientasi 

terhadap pelayanan umum sehingga pengelolaan Dana Jaminan Sosial harus 
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diungkapkan dengan demikian atas pengelolaan Dana Jaminan Sosial tersebut 

BPJS Ketenagakerjaan harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi 

(keterbukaan) dalam pengelolaannya. 

Pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan ini diatur khusus oleh 

Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang kemudian diperbaharui 

melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai 

aset dan liabilitas jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri atas aset dan 

liabilitas BPJS Ketenagakerjaan dan aset dan liabilitas Dana Jaminan Sosial BPJS 

Ketenagakerjaan secara rinci yakni aset dan liabilitas Dana Jaminan Sosial BPJS 

Ketenagakerjaan terdiri atas aset dan liabilitas untuk program Jaminan Hari Tua, 

Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Tidak hanya 

itu di peraturan ini juga mengatur mengenai instrumen investasi yang dapat 

digunakan dan berapa besaran nilai investasi untuk masing-masing instrumen 

investasi atas aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset Dana Jaminan Sosial BPJS 

Ketenagakerjaan. 

Menurut data yang diperoleh dari laporan keuangan BPJS 

Ketenagakerjaan tahun buku 2015 total aset yang dimiliki oleh Dana Jaminan 

Sosial BPJS Ketenagakerjaan mencapai 226 triliun rupiah. Dengan jumlah dana 

kelolaan sebesar itu, sangatlah wajar jika BPJS Ketenagakerjaan seharusnya 

menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya 

dikarenakan masyarakat dan lembaga-lembaga eksternal pasti akan menaruh 

perhatian khusus mengenai besarnya Dana Jaminan Sosial tersebut. 

Namun dalam praktiknya, masih banyak sekali masyarakat yang belum 

percaya sepenuhnya terhadap pengelolaan Dana Jaminan Sosial. Banyak yang 

menganggap bahwa dana kelolaan tersebut adalah cara pengambilan keuntungan 

atas iuran dari tenaga kerja (Hartati, 2015). Bukan hanya itu, UU SJSN dan BPJS 

adalah wujud asuransi yang mengambil upah dan pendapatan rakyat Indonesia 

untuk mendapatkan keuntungan, hal ini menyimpulkan bahwa keuntungan 

terbesar justru akan dinikmati bukan oleh pekerja atau rakyat penyimpan dana, 
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tetapi keuntungan besar akan diperoleh oleh para pengusaha maupun perusahaan 

yang memperolah keuntungan dari penggunaan Dana Jaminan Sosial yang 

diinvestasikan kedalam berbagai skema (Front Perjuangan Rakyat, 2015). 

Selain itu ketidakpercayaan ini pun dibuktikan pula dengan beberapa 

keluhan yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan di antaranya karyawan yang 

baru berhenti bekerja pada tahun 2013 namun setelah dicek disistem ternyata 

karyawan tersebut dinyatakan berhenti di tahun 2010, hal lainnya adalah 

ketidaksesuaian gaji atau upah yang dilaporkan dengan gaji atau upah yang 

sesungguhnya, serta pengajuan klaim yang terkadang melewati batas waktu yang 

ditentukan (Borus, 2015). 

Dari fenomena-fenomena di atas menunjukan bahwa masih rendahnya 

tingkat kepercayaan masyarakat kepada BPJS Ketenagakerjan. Jika dikaitkan 

dengan penelitian sebelumnya mengenai kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah, kondisi tersebut mengindikasikan beberapa hal seperti pada 

praktiknya mungkin saja memang terjadi gap antara harapan masyarakat dengan 

kinerja Pemerintah sesungguhnya, yaitu kondisi ketika Pemerintah belum dapat 

mencapai kinerja yang sesuai dengan harapan masyarakat atau mungkin masih 

belum tersedianya informasi yang lengkap terkait pengelolaan Dana Jaminan 

Sosial sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap Pemerintah (Ari dan 

Norrbacka, 2009). 

Bentuk ketidakpercayaan ini bisa jadi juga merupakan wujud 

ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan, dengan kata 

lain masyarakat akan percaya apabila mereka merasa puas dengan pelayanan 

BPJS Ketenagakerjaan, dan kepuasan tersebut akan diperoleh apabila dalam 

pelaksanaannya BPJS Ketenagakerjaan memberikan informasi-informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat sehubungan dengan pelayanan dan pengelolaan Dana 

Jaminan Sosial. 

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan kunci utama 

dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, terlebih BPJS Ketenagakerjaan 

merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mengelola Dana Jaminan Sosial 

yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Terdapat tiga hal yang dapat dilakukan 
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untuk meningkatkan kepercayaan publik, yakni transparansi, akuntabilitas, dan 

integritas (Arifin, 2011). 

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di BPJS Ketenagakerjaan 

sejalan dengan prinsip penerapan good corporate governance oleh Komite 

Nasional Kebijakan Governance yang prinsipnya terdiri dari transparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, Selain itu hal ini juga 

sejalan dengan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial pasal 4 yang memiliki 9 prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial 

nasional yang di antaranya adalah keterbukaan dan akuntabilitas. 

BPJS Ketenagakerjaan dalam praktiknya pun memiliki peraturan internal 

sendiri mengenai penerapan atas prinsip akuntabilitas dan transparansi yang 

dituangkan dalam Infrastuktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan. 

Infrastuktur tersebut merupakan pedoman yang diterapkan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan dalam hal penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good 

governance). Dengan adanya infrastuktur tersebut BPJS Ketenagakerjaan akan 

lebih terarah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga hal 

ini diharapkan dapat menunjang kepercayaan masyarakat terhadap BPJS 

Ketenagakerjaan. 

Penelitian terdahulu (Tollbert dan Mossbegert, 2006; Fard dan Rostamy, 

2007; Dwiwahyu, 2011) sudah mengaitkan antara tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi namun dalam konteks 

pemerintahan, penelitian terdahulu tersebut nantinya dapat dikaitkan dengan 

penelitian saat ini mengingat BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu 

lembaga baru pemerintah sehingga atas penerapan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi diawasi secara penuh oleh seluruh masyarakat.   

Penelitian yang dilakukan oleh Fard dan Rostamy (2007) menyimpulkan 

bahwa akuntabilitas pemerintah mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah dengan peningkatan kepuasaan masyarakat atas kinerja pemerintah. 

Lalu terdapat penelitian yang menyimpulkan bahwa hasil penerapan tata kelola di 

BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan model center for good corporate 

governance adalah “A++” yang berarti badan masih belum optimal dalam 

menjalankan praktik governansi atau masih ditemukannya kelemahan dalam 
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praktik governansi di BPJS Ketenagakerjaan (Dwiwahyu, 2016). Selain itu 

walaupun pemerintah sudah menerapkan prinsip transparansi dalam praktiknya, 

tetapi hal tersebut tidaklah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah (Tolbert dan Mossbegert, 2006). 

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu 

praktik good governance yang harus diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan 

selaku badan hukum publik, terlebih lagi BPJS Ketenagakerjaan tergabung ke 

dalam International Social Security Association yang prinsipnya terdiri dari 

accountability, transparency, predictability, participation, dan dynamism 

sehingga BPJS Ketenagakerjaan diharuskan untuk menerapkan kesemua prinsip 

tersebut. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, ini erat kaitannya 

dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Semakin baik penerapan kedua prinsip 

tersebut maka akan semakin tinggi pulalah tingkat kepercayaan masyarakat. 

Kepercayaan masyarakat dapat mempengaruhi stabilitas dari sebuah intitusi, juga 

dapat mempengaruhi citra dan reputasi institusi yang terkomunikasikan ke pihak 

eksternal (Geafaany dan Ketie, 2013). Kepercayaan masyarakat dapat diukur 

dengan beberapa dimensi, antara lain kompetensi, integritas, keterandalan, 

keterbukaan dan kejujuran, kerapuhan, kepedulian terhadap karyawan, 

identifikasi, kontrol atas mutualisme, kepuasan, dan komitmen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2008) menyatakan bahwa 

kepercayaan publik (trust) merupakan elemen dasar relasi antar aktor dan juga 

struktur sosial jaringan, sehingga wujud trust termanifestasikan dalam bangunan 

network. Kepercayaan erat kaitannya dengan governansi khususnya pada prinsip 

akuntabilitas dan transparansi, kedua prinsip inilah yang kemudian menjadi aktor 

dalam menentukan tingkat kepercayaan publik.  

Darmawan (2008) juga mengungkapkan akuntabilitas dan transparansi 

menjadi modal dasar para aktor untuk melibatkan diri dalam interaksi sebuah 

jaringan. Pentingnya kedua prinsip, menjadi dasar para ilmuwan dan lembaga-

lembaga yang menyuarakan governance, untuk memposisikannya dalam karakter 

kelembagaan jaringan governance. Artinya, baik struktur jaringan (network 

structure) dan juga aktor-aktor jaringan –state, market dan civil society- harus 

menginternalisasi kedua prinsip tersebut kedalam kelembagaannya. Jika hal 
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tersebut tidak dapat terwujud, maka kecil kemungkinan terjadinya trust di dalam 

masyarakat sehingga tanpa adanya trust, maka yang terbentuk adalah low trust 

society atau low trust network, di mana komunitas jaringan tidak saling 

mempercayai, dan akibatnya struktur dan aktor-aktor jaringan kehilangan 

legitimasinya dalam mewujudkan tertib sosial dalam masyarakat. 

Penelitian terdahulu yang secara khusus membahas mengenai pengaruh 

penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di BPJS Ketenagakerjaan 

terhadap tingkat kepercayaan masyarakat belum diteliti, mengingat BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah di 

tahun 2014 dan baru beroperasi penuh pada Juli 2015. Namun walaupun begitu, 

evaluasi atas penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi haruslah tetap 

dilakukan dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan mengelola Dana Jaminan Sosial 

milik masyarakat Indonesia dalam jumlah yang tidak sedikit. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terlah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah apakah penerapan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPJS 

Ketenagakerjaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas terhadap tingkat 

kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip transparansi terhadap tingkat 

kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membatasi ruang lingkup dengan maksud memberikan arah 

dan penelitian yang lebih baik dan jelas sesuai tujuan penelitian. Ruang penelitian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan 

wawancara mendalam yang nantinya akan diberikan kepada peserta BPJS 

Ketenagakerjaan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan. 

2. Penelitian hanya dibatasi pada penerapan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi dalam hal pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan. 

3. Objek penelitian dibatasi hanya kepada masyarakat atau peserta yang terdaftar 

di cabang yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada banyak orang antara lain: 

1. Pemerintah 

a) Memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai bagaimana 

penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan dan pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan 

masyarakat. 

b) Memberikan informasi kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi atas hal-

hal apa saja yang seharusnya dapat dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan 

atau lembaga sejenis dalam hubungannya dengan penerapan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi dan kepercayaan masyarakat. 

2. BPJS Ketenagakerjaan 

a) Memberikan evaluasi kepada manajemen mengenai sejauh mana pengaruh 

penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap tingkat 

kepercayaan masyarakat. 

b) Memberikan suatu tambahan referensi bagi manajemen untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penerapan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik. 
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3. Masyarakat 

a) Menginformasikan kepada masyarakat sejauh mana penerapan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi yang telah dan akan dilakukan dalam hal 

meningkatkan kepercayaan masyarakat oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

b) Mengidentifikasi hal-hal apa saja yang seharusnya dapat ditingkatkan oleh 

BPJS Ketenagakerjaan yang berhubungan dengan penerapan prinsip 

auntabilitas dan tranparansi dan kepercayaan masyarakat. 

4. Akademisi 

Memberikan tambahan referensi mengenai pengaruh atas penerapan 

prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di 

BPJS Ketenagakerjaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka 

penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab. Pembagiannya antara lain: 

Bab 1 Pendahulan 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan menguraikan jurnal, telaah literatur, artikel, referensi, 

dan lain-lain yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

Baba 3 Metode Penelitian dan Gambaran Umum Perusahaan 

Dalam bab ini akan membahas metode penelitian dan informasi terkait 

BPJS Ketenagakerjaan dan penerapan prinsip good governance. 

Bab 4 Analisis dan Hasil Penelitian 

Dalam bab ini akan menguraikan temuan penelitian yang terdiri dari 

uraian/deskripsi hasil penelitian di BPJS Ketenagakerjaan. 

Bab 5 Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan Penelitian, dan Saran 

Dalam bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, 

serta saran-saran sebagai masukan bagi pemerintah dan juga BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam 

teori agensi bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) 

antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang 

mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. 

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan 

semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini jelas terlihat di 

banyaknya perusahaan-perusahaan berkembang saat ini ketika pemilik perusahaan 

menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga professional yang 

kemudian kita sebut sebagai agen (Auristi, 2016). 

Namun dalam prakteknya ternyata pemilik perusahaan atau principal tidak 

selamanya selalu sependapat dengan ide dan gagasan yang diberikan oleh agen. 

Hal ini berujung dengan timbulnya konflik keagenan di antara keduanya sehingga 

terdapat benturan kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dengan 

pengelola perusahaan (agen). Pemilik perusahaan cenderung hanya memikirkan 

besaran laba yang akan mereka dapat sedangkan pengelola perusahaan 

memikirkan keberlangsungan perusahaan itu sendiri dengan tetap menjalankan 

aktivitas perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku (Sutedi, 2012) 

Tidak hanya itu, bisa saja pengelola perusahaan (agen) memiliki 

kesempatan untuk memaksimalkan kepentingan pengelola dengan menggunakan 

biaya perusahaan yang pada akhirnya semua biaya tersebut akan ditanggung oleh 

pemilik perusahaan (Sutedi, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi suatu 

proses yang tidak transparan dalam hal pengelolaan dana yang dilakukan oleh 

pengelola perusahaan terhadap pemilik perusahaan. 

Dalam kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, mengacu dengan teori 

keagenan yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976) BPJS 

Ketenagakerjaan memiliki hubungan keagenan baik dengan eksekutif atau 
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Pemerintah, juga dengan masyarakat yang keduanya merupakan principal yakni 

selaku pihak yang memiliki sumber daya dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan 

agen atau dapat juga disebut sebagai legislatif selaku pihak yang mengurusi 

sumber daya yang telah diberikan oleh Pemerintah dan masyarakat. 

Jika dikaitkan dengan Pemerintah selaku prinsipal dan BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai agen, BPJS Ketenagakerjaan bertindak sebagai agen 

yang menjalankan peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh prinsipal, 

yakni Pemerintah. Masalah keagenan yang muncul antara pemerintah dan BPJS 

Ketenagakerjaan dapat dilihat dari sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah 

No 66 Tahun 2015 tentang penyelenggaran program Jaminan Hari Tua, yang 

menyebutkan bahwa tenaga kerja dapat mencairkan seluruh dana Jaminan Hari 

Tuanya apabila telah berhenti berkerja dengan ketentuan telah melewati masa 

tunggu satu bulan dari tanggal terakhir tenaga kerja tersebut berhenti, namun hal 

ini dengan ketentuan tambahan yakni prosedur pencairan uang JHT akan berlaku 

ketentuan 10% untuk persiapan pensiun, 30% untuk biaya perumahan, dan 100% 

ketika sudah berumur 56 tahun. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah 

tersebut, secara otomatis klaim Jaminan Hari Tua melonjak, berdasarkan data 

demografi klaim BPJS Ketenagakerjaan, sepanjang Januari 2016 hingga 

pertengahan Februari 2016, sekitar 88 persen klaim JHT dilakukan dengan alasan 

mengundurkan diri atau pemutusan hubungan kerja (PHK), sedangkan klaim JHT 

karena pensiun hanya 2 persen. Sisanya, klaim karena alasan lain-lain seperti 

meninggal dunia, meninggalkan Indonesia, cacat serta penarikan setelah 

kepesertaan 10 tahun. 

Hal ini berdampak pada imbal hasil atas pengembangan dana Jaminan 

Hari Tua yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada para peserta dan jika 

imbal hasil yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh peserta dikhawatirkan akan timbul masalah baru yakni 

ketidakprofesionalan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola Dana Jaminan 

Sosial yang akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap BPJS 

Ketenagakerjaan menurun. Tidak hanya itu, dengan meningkatnya angka klaim 

Jaminan Hari Tua dapat menyebabkan nilai aset Dana Jaminan Sosial Jaminan 

Hari Tua menurun sehingga dana yang tersedia untuk dikembangkan (investible 
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fund) pun menurun, selain itu BPJS Ketenagakerjaan selaku agen menyayangkan 

keputusan Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah tersebut, hal ini 

dikarenakan Peraturan Pemerintah tersebut tidak sesuai dengan filosofi Jaminan 

Hari Tua yakni dana Jaminan Hari Tua seharusnya diperuntukkan bagi tenaga 

kerja agar dapat menikmati hidup dengan layak di hari tua. Oleh karena itu, BPJS 

Ketenagakerjaan sekarang sedang berupaya agar Pemerintah mau merevisi 

kembali Peraturan Pemerintah tersebut dan mengembalikan filosofi Jaminan Hari 

Tua seperti sedia kala. 

Masalah keagenan tidak hanya timbul antara Pemerintah dan BPJS 

Ketenagakerjaan namun juga antara masyarakat selaku prinsipal dan BPJS 

Ketenagakerjaan selaku agen. BPJS Ketenagakerjaan selaku satu-satunya wadah 

perlindungan Jaminan Sosial di Indonesia pasti akan selalu mengutamakan 

masyarakat dalam hal membuat kebijakan yang dapat saling menguntungkan 

antara masyarakat dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun tidak selamanya hal 

tersebut berjalan dengan baik, pada kenyataannya konflik sering terjadi antara 

masyarakat dan BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya dapat dilihat dari pola 

masyarakat yang saat ini terus mencairkan dana Jaminan Hari Tua setelah mereka 

berhenti berkerja. Masyarakat menginginkan tidak adanya batasan atau ketentuan 

tentang seberapa lama jangka waktu minimal masyarakat berkerja atau seberapa 

lama setelah masyarakat berhenti berkerja untuk dapat mencairkan dana Jaminan 

Hari Tua. Menurut masyarakat, dana Jaminan Hari Tua yang mereka dapatkan 

merupakan hak mereka yang dapat diambil kapan saja dan BPJS Ketenagakerjaan 

seharusnya tidak menyulitkan mereka dengan berbagai ketentuan dan peraturan 

terkait pencairan dana Jaminan Hari Tua tersebut, terlebih banyak masyarakat 

yang menggunakan alasan dana Jaminan Hari Tua tersebut dapat menjadi 

tambahan modal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha yang mereka 

miliki.  

Kembali ke filosofi Jaminan Sosial, hal ini jelas bertentangan dengan 

filosofi Jaminan Hari Tua dan jelas BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat mengikuti 

kehendak dan kemauan masyarakat tersebut. Walaupun dalam pelaksannnya BPJS 

Ketenagakerjaan harus mendengarkan keinginan masyarakat selaku objek 

perlindungan Jaminan Sosial, jika hal tersebut bertentangan dengan filosifi 
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Jaminan Sosial, maka BPJS Ketenagakerjaan harus menolak keinginan 

masyarakat tersebut dan terus menjalankan programnya sesuai Undang-Undang 

dan Peraturan yang berlaku. 

2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholders Theory) 

Teori pemangku kepentingan mengatakan bahwa perusahaan bukanlah 

entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus 

memberikan manfaat bagi stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsumen, 

supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Tujuan utama dari teori 

stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan 

penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan 

meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder (Ghazali dan 

Chairi, 2007).  

Pemangku kepentingan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap 

keberlangsungan perusahaan, jika perusahaan tidak dapat memuaskan para 

pemangku kepentingan maka dikhawatirkan akan berdampak pada tingkat 

kepercayaan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan terhadap perusahaan 

ini sendiri yakni jika perusahaan tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari para 

pemangku kepentingan maka dikhawatirkan perusahaan akan sulit untuk 

berkembang. 

Salah satu pemangku kepentingan ialah masyarakat yang secara langsung 

maupun tidak langsung merasakan manfaat yang diberikan oleh perusahaan. 

Kaitannya dengan good corporate governance adalah semakin tinggi tingkat 

kepatuhan yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya 

sesuai dengan praktik-praktik good corporate governance, maka akan semakin 

tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat tersebut.  

 

2.2 Good Governance 

2.2.1 Pengertian Good Governance 

Governance adalah kata sifat dari govern, yang diartikan sebagai the 

action of manner of governing atau tindakan (melaksanakan) tata cara 

pengendalian. Sebagai sebuah kata, governance sebenarnya tidaklah baru. Pada 

tahun 1590 kata ini dipahami sebagai state of being governed, berkembang 
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menjadi mode of living (1600), kemudian menjadi the office, function, or power of 

governing (1643), berkembang menjadi method of management, system of 

regulation (1660) dan kemudian dibakukan menjadi the action or manner 

governing. Sementara itu, berarti to rule with authority atau mengatur atas nama 

kewenangan. Pelaksanaannya biasa disebut sebagai government yang selain 

mempunyai arti sempit sebagai action of ruling and directing the affairs of a state, 

atau pelaksanaan pengaturan dan pengarahan urusan-urusan negara. Dengan 

demikian government indentik dengan pengelolaan atau pengurus dengan makna 

spesifik atau pengurus negara (Nugroho, 2004). 

Pengertian Good Governance menurut Mardiasmo (1999) adalah suatu 

konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh 

pemerintahan yang baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab 

(2002) menyebut Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan 

demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang 

langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework 

bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank dunia juga 

mensinonimkan Good Governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di 

antara negara, sektor dan masyarakat (Effendi, 1996). 

Menurut International Social Security Association (2011), yang 

merupakan lembaga Internasional bagi penyelenggara Jaminan Sosial yang BPJS 

Ketenagakerjaan juga termasuk ke dalamnya, menyatakan bahwa 

“In the context of social security administration, the ISSA defines 

governance as the manner in which the vested authority uses its powers to achieve 

the institution’s objectives, including its powers to design, implement and 

innovate the organization’s policies, rules, systems and processes, and to engage 

and involve its stakeholders. Good governance implies that the exercise of the 

vested authority is accountable, transparent, predictable, participative and 

dynamic.” 

Dalam Sistem Admnistrasi Indonesia berdasarkan dokumen kebijakan 

UNDP dalam “Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia 

Berkelanjutan”, Januari 1997, yang dikutip dari buletin informasi Program 

Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership for 

Analisis pengaruh..., Yordi Rizki Himawan, FEB UI, 2017



15 
 

Universitas Indonesia 

Governance Reform in Indonesia), 2000, disebutkan governance adalah 

pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administratif 

untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan 

instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan 

integritas dan kohesifitas sosial dalam masyarakat. 

Berdasarkan definisi UNDP (1997), governance memiliki tiga kaki yaitu: 

1.   Economy Gevornance 

2.   Political Governance 

3.   Administrative Governance 

Oleh karena itu intitusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state, 

private sector, dan society yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya 

masing-masing. Sedangkan arti good dalam good governance mengandung dua 

pengertian, pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat 

dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan 

(nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, 

aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanan 

tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini good 

governance berorientasi pada: 

a. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional 

b. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal 

 

2.2.2 Prinsip-Prinsip Good Governance 

Sebuah lembaga atau pemerintah dikatakan baik bila telah menerapkan 

prinsip tata kelola dengan baik. Penerapan prinsip tata kelola ini kemudian 

menjadi tolak ukur keberhasilan dalam sebuah lembaga dalam menjalankan 

aktivitas bisnisnya. Menurut UNDP (1997) terdapat beberapa prinsip good 

governance yang akan diurai secara satu persatu di bawah ini: 

1. Partisipasi Masyarakat (Participation) 

Setiap masyarakat mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan 

baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui wadah-

wadah yang dibentuk oleh Pemerintah. Partisipasi ini bertujuan agar setiap 
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kebijakan yang diambil oleh Pemerintah mencerminkan asprirasi yang berasal 

dari masyarakat. 

2. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law) 

Dalam menjalankan proses partisipasi oleh masyarakat harus diimbangi 

dengan tegaknya hukum yang adil selain itu dalam proses mewujudkan cita good 

governance harus diimbangi pula dengan komitmen untuk menegakkan rule of 

law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (the 

supremacy of law), Kepastian hukum (legal certainty), Hukum yang responsip, 

Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Indepedensi peradilan.  

3. Transparansi (Transparency) 

Tranparasni adalah sebuah proses keterbukaan yang dilakukan oleh 

Pemerintah atas semua keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh mereka. 

Transparansi ini kemudian menciptakan hubungan kepercayaan timbal balik 

antara pemerintah dan juga masyarakat melalui kemudahan dalam memperoleh 

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

4. Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha 

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha 

melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan 

dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung 

bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing 

lembaganya. Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia 

usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki 

oleh setiap lembaga korporasi yang ada didunia. 

5. Berorientasi pada Konsensus (Consensus) 

Keputusan yang diambil oleh Pemerintah harus dilakukan melalui sbeuah 

proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut 

dapat memuaskan semua pihak dan diharapkan dapat mengikat seluruh pihak 

yang terlibat sehingga keputusan tersebut akan mempunyai kekuatan memaksa 

bagi semua komponen yang terlibat untuk menjalankan keputusan tersebut. 

6. Kesetaraan (Equity) 

Yang dimaksud dengan kesetaraan berarti kesamaan dalam perlakukan dan 

pelayanan. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 
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memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka juga kesempatan yang 

sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari Pemerintah. 

7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) 

Selain prinsip-prinsip di atas, Pemerintah wajib menciptakan sistem 

pemerintahan yang memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan 

berhasil guna. 

8. Akuntabilitas (Accountability) 

Pejabat publik wajib bertanggungjawab terhadap keputusan yang telah 

mereka buat, terlebih jika keputusan yang dibuat berdampak terhadap masyarakat. 

Benetuk pertanggungjawaban tersebut berbeda tergantung dari jenis lembaga yang 

bersangkutan. 

9. Visi Strategis (Strategic Vision) 

Visi strategis adalah sebuah pandangan dalam menghadapi masa depan. 

Para pemimpin seharusnya memiliki pandangan yang jauh ke depan mengenai tata 

pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta memahami hal-hal yang 

dibutuhkan dalam mewujudkan semua itu. 

10. Saling Keterkaitan (Interrelated) 

Saling keterkaitan adalah saling memperkuat dan saling terkait (mutually 

reinforcing) dan tidak bisa berdiri sendiri. Layaknya transparansi dan kepercayaan 

masyarakat, jika sebuah lembaga transparan dengan masyarakat maka hal ini akan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat atas lembaga ini sendiri. 

Selain itu secara umum ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam 

good corporate governance atau tata kelola yang baik menurut Daniri (2005). 

Kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi dan kesetaraan/kewajaran. Secara lebih rinci prinsip-prinsip dasar 

dalam tata kelola yang baik adalah sebagai berikut: 

1. Transparansi (Transparancy) 

yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan 

maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai 

perusahaan. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah 

terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak dalam 

manajemen. 
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2. Akuntabilitas (Accountability) 

yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ 

lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. Dengan 

terlaksananya prinsip ini, lembaga akan terhindar dari konflik atau benturan 

kepentingan peran. 

3. Responsibilitas (Responsibility) 

yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan lembaga terhadap 

prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk 

yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan 

lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian dan 

persaingan yang sehat. 

4. Independensi (Independency) 

yaitu suatu keadaan lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan 

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat. 

5. Kesetaraan dan kewajaran (Fairness) 

yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan 

setara didalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian 

serta peraturan perundangan yang berlaku. 

 Selain itu terdapat lima prinsip dasar yang dirumuskan oleh International 

Social Security Association (2011) yang juga menjadi dasar BPJS 

Ketenagakerjaan dalam merumuskan prinsip-prinsip good governance yang akan 

diterapkan, yakni antara lain: 

1. Accountability 

Akuntabilitas adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum 

yang dilakukan oleh orang yang berwenang atau menjabat disebuah institusi. 

Hal ini membutuhkan penetapan atas norma-norma dan standar yang dapat 

digunakan untuk mengevaluasi pencapaian misi institusi, dan sistem yang 

berfungsi dengan baik untuk melindungi kepentingan stakeholders dan 

kesalahan salah kelola serta penyimpangan dari mandat institusi. 
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2. Transparency 

Transparansi adalah ketersediaan dan aksesibilitas informasi yang akurat, 

penting dan tepat waktu untuk memastikan bahwa stakeholder terinformasi 

dengan baik mengenai keadaan sebenarnya dari program jaminan sosial dan 

bagaimana hal tersebut dikelola. Transparansi dalam proses pengambilan 

keputusan juga dapat meningkatkan kejujuran, integritas dan kompetensi, dan 

mengurangi kesalahan.  

3. Predictability 

Prediktabilitas mengacu pada penerapan hukum yang konsisten dan kebijakan, 

aturan dan peraturan yang mendukung. Untuk program jaminan sosial, hak 

dan kewajiban anggota dan penerima manfaat harus didefinisikan dengan 

baik, dilindungi dan konsisten ditegakkan.  

4. Participation 

Partisipasi mengacu pada pendidikan aktif, keterlibatan dan keterlibatan 

efektif pemangku kepentingan untuk menjamin perlindungan kepentingan 

mereka. Partisipasi yang berarti dari para pemangku kepentingan tergantung 

pada akses mereka ke informasi tentang institusi dan kapasitas mereka untuk 

memahami dan bertindak atas informasi tersebut. 

5. Dynamism 

Prinsip dinamisme hanya didefinisikan sebagai unsur perubahan positif dalam 

pemerintahan. Sementara empat prinsip lain dari pemerintahan mungkin 

diterapkan dalam konteks mempertahankan status quo, dinamisme mengacu 

pada perubahan dan meningkatkan pada status quo itu sendiri, dengan 

melakukan hal-hal yang lebih efisien dan adil, dan dengan menanggapi 

kebutuhan yang berkembang dari anggota program dan penerima manfaat, 

sehingga menciptakan nilai baru. 

 

2.2.3 Manfaat Penerapan Good Governance 

Penerapan good governance memberikan banyak manfaat, salah satunya 

ialah menurut Indonesian Institute for Corporate Governance (Indonesian Institute 

for Corporate Governance, 2014): 

a. Mempertahankan kesinambungan perusahaan 
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b. Meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar 

c. Mengurangi agency cost dan cost of capital 

d. Meningkakan kinerja dan efisiensiserta pelayanan terhadap stakeholders 

e. Melindungi organ perusahaan dari intervensi politik 

f. Membantu terwujudnya good corporate citizenship 

 

2.3 Kepercayaan Masyarakat 

Kepercayaan masyarakat atau trust merupakan inti dari sebuah proses 

bisnis. Jika tidak ada kepercayaan masyarakat kepada suatu organisasi hal ini 

mungkin mengindikasikan bahwa organisasi tersebut belum memenuhi kepuasan 

masyarakat atau tidak sesuai antara harapan dan ekspektasi dari masyarakat ini 

sendiri terhadap organisasi tersebut. Kepercayaan (trust) telah dipertimbangkan 

sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli agar kepuasan 

konsumen dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan (Yousafzai et al., 2003). 

 

2.3.1 Dimensi Kepercayaan 

Kepercayaan masyarakat memiliki 10 dimensi (The Institute of Public 

Relation, 2003) yang terangkum dalam Panduan Pengukuran Tingkat 

Kepercayaan dalam Organisasi (Guidelines for Measuring Trust in 

Organizations). Dimensi tersebut antara lain: 

a. Competence (Kompetensi): yaitu keyakinan bahwa organisasi memiliki 

kemampuan untuk melakukan apa yang telah dikatakannya akan dilakukan, 

meliputi efektivitas organisasi dalam berkompetisi dan bertahan di pasar. 

b. Integrity (Integritas): yaitu keyakinan bahwa organisasi adil dan jujur. 

c. Dependability (Keterandalan): yaitu keyakinan bahwa organisasi akan 

melakukan apa yang dikatakannya akan dilakukan dan bahwa organisasi 

tersebut melakukannya secara konsisten dan dapat diandalkan. 

d. Openness and Honesty (Keterbukaan dan Kejujuran): dimensi ini tidak hanya 

meliputi jumlah dan akurasi informasi yang dibagikan kepada pemangku 

kepentingannya, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan 

secara tulus dan tepat. 

Analisis pengaruh..., Yordi Rizki Himawan, FEB UI, 2017



21 
 

Universitas Indonesia 

e. Vulenerability (Kerapuhan): yaitu kerelaan organisasi, berdasarkan budaya 

dan perilaku komunikasi dalam berelasi dan bertransaksi, untuk mengakui 

kerapuhannya ketika meyakini bahwa individu, group, atau organisasi lain 

memiliki kompetensi, terbuka, jujur, memiliki kepedulian, dapat diandalkan, 

dan teridentifikasi oleh kesamaan tujuan, norma, dan nilai-nilai. 

f. Concern for Employees (Kepedulian terhadap karyawan): meliputi perasaan 

peduli, empati, toleransi, dan keamanan yang diperlihatkan ketika organisasi 

mengalami kerapuhan dalam aktivitas bisnisnya. 

g. Identification (Identifikasi): yaitu mengukur sejauh mana organisasi memiliki 

kesamaan tujuan, norma, nilai, dan keyakinan yang diasosiasikan dengan 

budaya organisasi. Melalui dimensi ini, dapat diketahui sejauh mana 

karyawan merasa terhubung dengan manajemen dan rekan sekerja. 

h. Control Mutuality (Kontrol atas mutuaslisme): derajat yang menunjukkan 

sampai sejauh mana satu pihak-pihak yang terlibat menyetujui siapa yang 

memiliki keuasaan untuk mempengaruhi satu dengan yang lainnya. 

i. Satisfaction (Kepuasan): yaitu sejauh mana satu pihak merasa senang dengan 

pihak yang lain karena ekspektasinya atas hubungan tersebut terpuaskan. 

j. Commitment (Komitmen): yaitu sejauh mana satu pihak percaya bahwa 

hubungan tersbeut pantas untuk menghabiskan energi guna mengelola dan 

mempromosikannya. 

Dimensi kepercayaan di atas nantinya digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPJS 

Ketenagakerjaan. Namun, tidak semua dimensi kepercayaan di atas akan 

digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat dalam penelitian ini. 

Peneliti hanya akan menggunakan 5 dimensi saja, yakni Competence 

(Kompetensi), Integrity (Integritas), Openness and Honesty (Keterbukaan dan 

Kejujuran), Satisfaction (Kepuasan), dan Commitment (Komitmen). Kelima 

dimensi di atas dipilih dikarenakan dapat mewakili penelitian ini untuk mengukur 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan indikator lainnya seperti 

Dependability (Keterandalan), Vulenerability (Kerapuhan), Concern for 

Employees (Kepedulian terhadap karyawan), Identification (Identifikasi), dan 
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Control Mutuality (Kontrol atas mutuaslisme) tidak digunakan dalam penelitian 

ini, hal ini dikarenakan berdasarkan pengertian dari masing-masing dimensi di 

atas kelima dimensi tersebut kurang sesuai untuk diteliti melalui objek penelitian 

ini yakni peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

 

2.4 Pengaruh antara Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dengan Keper- 

cayaan Masyarakat 

2.4.1 Akuntabilitas dan Kepercayaan Masyarakat 

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi 

publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan 

norma dan nilai- nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik 

tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat sesungguhnya (Kumorotomo, 

2005). Norma dan etika pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut 

di antaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan 

hukum, hak asasi manusia, dan orentasi pelayanan yang dikembangkan terhadap 

masyarakat (Wahyuni, 2010). 

Aparat birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan seringkali masih 

menerapkan standar nilai atau norma maupun etika secara sepihak, seperti 

pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan pada petunjuk dan pelaksanaan 

sehingga kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen aparat birokrasi 

untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya. Salah satu faktor 

penyebab yang menjadikan rendahnya tingkat akuntabilitas birokrasi adalah 

terlalu amannya proses indoktrinasi kultur birokrasi yang mengarahkan aparat 

birokrasi untuk selalu melihat ke atas. Selama ini aparat birokrasi telah terbiasa 

lebih mementingkan kepentingan pimpinan daripada kepentingan masyarakat 

pengguna jasa. Birokrasi tidak pernah merasa bertanggung jawab kepada publik, 

melainkan bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasannya (Wahyuni, 2010). 

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban juga dapat diartikan sebagai 

proses antar pribadi yang menyangkut tindakan, perbuatan atau keputusan 

seseorang dalam hubungannya dengan orang lain sehingga dapat menerima hak 

dan wewenang tertentu berikut sanksi yang menjadi konsekuensinya. Dalam 
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administrasi publik akuntabilitas mengandung tiga konotasi (Kumorotomo, 1992) 

yaitu: 

a. Akuntabilitas sebagai Akuntabilitas 

Akuntabilitas disini berperan jika suatu lembaga harus bertanggung jawab 

atas kebijakan-kebijakan tertentu. Sebagai demikian, maka terdapat dua bentuk 

akuntabilitas yaitu akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implisit. Akuntabilitas 

eksplisit merupakan pertanggungjawaban seorang pejabat negara yang harus 

menjawab atau memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan 

tugas-tugas kedinasan. Sedangkan akuntabilitas implisit berarti bahwa segenap 

aparatur negara secara implisit bertanggung jawab atas setiap pengaruh yang tak 

terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat. 

b. Akuntabilitas sebagai Sebab Akibat (Cause) 

Jenis pertanggungjawaban ini muncul ketika masyarakat mengatakan 

bahwa lembaga diharuskan untuk mempertanggungjawabkan jalannya suatu 

urusan. Pertanggungjawaban kausal yang eksplisit terdiri dari 4 unsur, yaitu: 

sumber (resource), pengetahuan, pilihan, dan maksud (purpose). Keempat unsur 

ini harus ada di dalam mempertanggungjawabkan urusan publik. Jika salah satu 

unsur ini hilang maka pertanggungjawaban itu cacat. Sedangkan 

pertanggungjawaban kausal implisit adalah landasan pokok bagi pelaksanaan 

suatu urusan, misalnya kebijakan atau kesejahteraan buat sesama. 

c. Akuntabilitas sebagai Kewajiban 

Apabila seseorang bertanggung jawab dalam artian kewajiban untuk 

melakukan sesuatu, hal ini berarti bahwa orang tersebut harus menggunakan 

kapasitas pertanggungjawaban kausal kepada orang yang memberinya delegasi, 

dalam rangka penyempurnaan hal-hal yang dipertanggungjawabkan tersebut. 

Selain itu orang tersebut harus melaksanakan setiap tahapan dari kotribusi 

kausalnya secara eksplisit. 

Akuntabilitas dapat pula menjadi indikator penting kemampuan suatu 

pemerintahan memperoleh kepercayaan dari masyarakatnya. Akuntabilitas 

menjadi satu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat atau lemahnya 

partisipasi masyarakat. Akuntabilitas menjadi semacam kewajiban moral (moral 

obligation) dari para pemimpin yang dipilih secara absah oleh pendukungnnya 
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atau rakyatnya. Keyakinan masyarakat akan akuntabilitas seorang pemimpin akan 

diikuti dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan yang telah 

dibuat oleh sang pemimpin (Arisman, 2000). 

Dalam konteks organisasi publik, kepemimpinan lebih merupakan 

‘kepemimpinan formal’ dalam arti pemimpin merupakan orang yang diangkat dan 

dikukuhkan untuk menduduki jabatan tertentu. Pada kondisi demikian, 

akuntabilitas (accountability) menjadi penting sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas kedudukan dan kepemimpinan dan 

‘pertanggungjawaban sosial’. Akuntabilitas di atas mengandung makna 

keharusan/kemampuan untuk menjelaskan dan menjawab segala hal yang 

menyangkut langkah dan proses yang dilakukan serta mempertanggungjawabkan 

atas kinerjanya (Arisman, 2000). 

 

2.4.2 Transparansi dan Kepercayaan Masyarakat 

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah (Muhammad, 2007). Prinsip transparansi menciptakan 

kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan 

informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat 

dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pengelolaan insitusi. Berkaitan dengan hal tersebut insitusi 

perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang 

disediakannya kepada masyarakat (Darma, 2007). 

Insitusi perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui 

brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Insitusi 

perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. 

Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat 

ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan 

informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila 

informasi tidak sampai kepada masyarakat. 

Menurut Muhammad (2007) bahwa keberhasilan transparansi ditunjukkan 

oleh indikator sebagai berikut:  
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a. Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada insitusi bahwa 

insitusi adalah bersih dan berwibawa, 

b. Meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan insitusi, 

c. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan 

insitusi, dan 

d. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

2.5 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya banyak yang sudah mengaitkan antara tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi 

namun dalam konsteks pemerintahan, penelitian terdahulu tersebut nantinya dapat 

dikaitkan dengan penelitian saat ini mengingat BPJS Ketenagakerjaan merupakan 

salah satu lembaga pemerintah yakni atas penerapan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi diawasi secara penuh oleh seluruh masyarakat.  Seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Fard dan Rostamy (2007) yang meneliti mengenai pengaruh 

akuntabilitas terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan metode survei untuk mengetahui bagaimana kepuasan dan 

kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa akuntabilitas pemerintah mempengaruhi kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah dengan peningkatan kepuasaan masyarakat atas 

kinerja pemerintah.  

Selanjutnya, Dwiwahyu (2016) yang melakukan evaluasi terhadap 

implementasi dan pemeringkatan governansi di BPJS Ketenagakerjaan dengan 

menggunakan model center for good corporate governance UGM (CGCG UGM) 

menyimpulkan bahwa pada tahun 2014 hasil penerapan governansi di BPJS 

Ketenagakerjaan dengan menggunakan model tersebut adalah “A++” yang berarti 

badan masih belum optimal dalam menjalankan praktik governansi atau masih 

ditemukannya kelemahan dalam praktik governansi yang ditimbulkan dari 

kemungkinan bias informasi dalam melaksanakan setiap aktivitas kegiatan usaha. 

Skor yang menempati posisi pemeringkatan ke 2 dari 16 pemeringkatan ini masih 

belum optimal dilihat dari tingkat kesempurnaan pengadopsian, 
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pengimplementasian dan pengembangan aturan secara sukarela berdasarkan 

CGCG UGM. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Tolbert dan Mossbegert (2006) 

menyimpulkan bahwa walaupun pemerintah sudah menerapkan prinsip 

transparansi dalam prakteknya, tetapi hal tersebut tidaklah meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) menggunakan dua 

metode penelitian campuran yaitu metode penelitian yang menggabungkan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan analisis koefisien jalur menunjukkan 

bahwa akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja, dan transparansi pemerintah 

daerah mempengaruhi kepuasan masyarakat sehingga mempengaruhi kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2012), yang menilai kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah daerah yang diukur dari pengaruh akuntabilitas 

terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi 

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti bahwa seiring 

dengan tranparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan 

laporan keuangan maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah pun 

juga akan meningkat. 

Dari penelitian sebelumnya di atas, disimpulkan bahwa penerapan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi ada yang berpengaruh terhadap kepercayaan 

masyarakat dan ada juga yang tidak. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengetahui apakah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi 

berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan. 

 

2.6 Kerangka Konseptual 

 PT Jamsostek (Persero) bertranformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan 

sesuai dengan amanat UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial per tanggal 1 Januari 2014 dan beroperasi penuh pada tanggal 1 

Juli 2015. Atas transformasi ini, semula yang berbentuk Badan Usaha Milik 
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Negara (BUMN) memiliki tujuan utama yakni untuk mencari laba sebesar-

besarnya kini berubah menjadi Badan Hukum Publik yaitu BPJS Ketenagakerjaan 

tidak lagi fokus terhadap pencarian laba, namun fokus terhadap pelayanan serta 

pengelolaan Dana Jaminan Sosial yang akuntabel dan dapat diakses oleh umum 

kapanpun (transparan). Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang 

dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya pada saat bertransformasi 

menjadi BPJS namun pada saat masih menjadi PT Jamsostek (Persero) pun juga 

dilakukan. 

 BPJS Ketenagakerjaan mengelola Dana Jaminan Sosial yang terdiri dari 

Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan 

Pensiun yang nilainya tidak sedikit, dan semua Dana Jaminan Sosial tersebut 

harus dikembangkan dan hasil pengembangaan tersebut dimanfaatkan sebaik-

baiknya untuk kepentingan peserta, hal ini merupakan prinsip penting dalam hal 

penyelenggaran BPJS. Untuk memenuhi hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan 

harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, selain hal tersebut akan 

meningkatkan brand image, hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat. Dengan diterapkannya kedua prinsip tersebut, diharapkan masyarakat 

akan percaya dan tidak akan khawatir atas dana iuran jaminan sosial yang 

masyarakat percayakan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga 

pemerintah untuk menyimpan dan mengelola dana tersebut. 

 Namun tidak selamanya ketika lembaga pemerintah menerapkan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi, masyarakat akan sepenuhnya percaya terhadap 

lembaga pemerintah tersebut. Tolbert dan Mossbegert (2006) menyimpulkan 

bahwa transparansi tidak meningkatkan kepercayaan masyarakat, hal ini juga 

didukung oleh Dwiwahyu (2016) yakni atas hasil pemeringkatan governansi di 

BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan masih dinilai belum optimal dalam 

menerapkan prinsip-prinsip good governance yang dapat berpengaruh terhadap 

kepercayaan masyarakat. Fard dan Rostamy (2007), Kusuma (2012), Rahmawati 

(2013) berpendapat lain. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa penerapan 

prinsip akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. 
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 Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka kerangka 

pemikiran penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

2.7 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas, didapatlah bawah penerapan 

prinsip akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepercayaan masyarakat, walaupun terdapat beberapa penelitian yang 

menunjukkan bawah penerapan kedua prinsip tersebut tidak berpengaruh terhadap 

tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali 

apakah terdapat pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi 

terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya kepada BPJS 

Ketenagakerjaan yang merupakan lembaga baru Pemerintah yang beroperasi 

penuh sejak tanggal 1 Juli 2015. 

Prinsip akuntabilitas seyogyanya berpengaruh terhadap tingkat 

kepercayaan masyarakat dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan dituntut untuk 

menjadi sebuah lembaga yang akuntabel yang dapat bertanggungjawab atas 

pengelolaan Dana Jaminan Sosial yang sumber dananya berasal dari iuran dari 

masyarakat. Jika dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial tersebut ditemukan 

kecurangan atau pengelolaan dana yang tidak akuntabel, maka hal ini dapat 

dipastikan bahwa kepercayaan masyarakat akan menurun. Kepercayaan 

masyarakat erat kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan Dana Jaminan Sosial 

yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Semakin akuntabel pengelolaannya 

maka akan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat (Widiastuty, 

Handyani, dan Nurrizkiana, 2017) 

Tidak hanya prinsip akuntabilitas, begitu juga dengan prinsip transparansi 

yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan banyaknya jumlah Dana 

Penerapan prinsip 

Akuntabilitas 

Penerapan prinsip 

Transparansi 

Kepercayaan Masyarakat 
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Jaminan Sosial yang berasal dari iuran masyarakat, hal ini wajar jika masyarakat 

menuntut BPJS Ketenagakerjaan agar transparan dalam pengelolaan dana 

tersebut. Masyarakat berhak mengetahui akan dikemanakan uang mereka nanti, 

berapa manfaat yang akan mereka dapatkan, dan lain sebagainya. Semakin 

transparan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal pengungkapan informasi ke 

masyarakat terkait Dana Jaminan Sosial, maka akan semakin tinggi pula tingkat 

kepercayaan masyarakat. Masyarakat hanya ingin kepastian bahwa dana yang 

mereka iur setiap bulannya tidak akan hilang begitu saja tanpa pemberitahuan 

kepada masyarakat. Dan begitu juga sebaliknya, jika BPJS Ketenagakerjaan tidak 

transparan dalam hal penguungkapan informasi ke masyarakat terkait Dana 

Jaminan Sosial, maka tingkat kepercayaan pun akan menurun. 

Untuk menguji kedua hal di atas yakni apakah penerapan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan landasan teori dan 

penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat  

kepercayaan masyarakat 

H2 : Penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat  

kepercayaan masyarakat  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui dan memperoleh 

informasi tentang pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang 

ada di BPJS Ketenagakerjaan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Jenis 

penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, menurut 

Sugiyono (2013) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain 

dan penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang 

berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan, hal ini berarti penelitian 

deskriptif kuantitatif yakni data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian 

dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian 

diinterprestasikan, dengan pendekatan case study di BPJS Ketenagakerjaan.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Secara garis besar proses pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, didapatkan melalui: 

3.2.1 Metode Kuesioner 

Kuesioner atau metode angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden 

untuk di jawab (Sugiyono, 2009). Angket atau kuesioner juga adalah teknik 

pengumpulan data melalui formulir – formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk 

mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian (Mardalis, 2008).  Metode kuesioner dipilih dikarenakan penelitian ini 

ingin mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat atas penerapan prinip 

akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan 

menanyakan beberapa pertanyaan terkait hal tersebut. Metode kuesioner yang 

digunakan ialah metode kuesioner tertutup yaitu jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan di kuesioner telah disediakan tanpa memberikan kesempatan bagi 
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responden untuk membuat jawaban mereka sendiri (Irawan, 2000). Menurut 

Gumilar (2013) keuntungan menggunakan kuesioner tertutup adalah: 

a. Hasil dari angket mudah diolah, diberi kode, dan skor bahkan diolah dengan 

menggunakan pengolahan data komputer. 

b. Responden tidak perlu menulis atau mengekspresikan buah pemikirannya 

dalam bentuk tulisan. 

c. Mengisi angket relatif tidak banyak memerlukan waktu dibandingkan dengan 

angket tertentu. 

d. Harapan lebih besar bahwa angket tertutup diisi dan dikembalikan oleh 

responden. 

Oleh karena itu, instrumen yang sesuai untuk mengukur variabel dalam 

penelitian ialah dengan menggunakan skala likert yang pada metode ini jawaban 

atas pertanyaan sudah tersedia. 

 

3.2.2 Metode Wawancara 

Selain menggunakan metode kuesioner, penelitian ini juga menggunakan 

metode wawancara sebagai pelengkap yang berguna untuk menguji kebenaran dan 

kemantapan data yang diperoleh melalui metode kuesioner. Menurut Esterberg 

dalam Sugiyono (2013) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.  

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara 

mendalam. Wawancara-Mendalam (In-depth Interview) adalah proses 

memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya 

jawab secara tatap muka antara responden dan pewawancara (Sutopo, 2006). 

Namun dikarenakan keterbatasan jarak dalam penelitian ini maka wawancara 

hanya dilakukan melalui telepon saja.  

Teknik wawancara ini hanya dilakukan dengan 3 orang responden saja 

yang dipilih secara acak dari sampel yang sama. Pemilihan sampel ini hanya 

dibatasi pada responden yang mengerti mengenai praktik-praktik good 

governance terlebih yang berhubungan dengan penerapan prinsip akuntabilitas 

dan transparansi. Untuk memilih responden yang sesuai, sebelum dilakukan 

wawancara mendalam, akan menanyakan terlebih dahulu ke responden terpilih 
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mengenai pemahaman tentang penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. 

Hal ini dilakukan agar hal yang ingin dikonfirmasi melalui responden tersebut 

dapat dijawab dengan baik dan dapat menunjang hasil dalam penelitian ini serta 

dapat mengetahui bagaimana praktik penerapan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi tersebut dalam hubungannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap BPJS Ketenagakerjaan. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-

benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek 

yang menjadi perhatian (Purwanto, 2004). Namun dengan total cakupan peserta di 

seluruh unit kerja, maka tidak mungkin jika semua peserta yang terdaftar di 

seluruh kantor cabang akan menjadi sampel dalam penelitian, hanya beberapa 

peserta di unit kerja saja yang akan menjadi sampel dalam penelitian. Sampel 

menurut Sugiyono (2008) ialah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. 

Populasi dalam penelitian ini ialah peserta yang terdaftar di Kantor 

Cabang yang telah mengikuti Internal Governance Award (IGA) Tahun 2015. 

IGA merupakan ajang penilaian internal oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk 

menilai seberapa baik penerapan prinsip-prinsip tata kelola termasuk akuntabilitas 

dan transparansi. Oleh karena itu kriteria pengambilan populasi dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Peserta yang terdaftar di kantor cabang peringkat 3 teratas untuk kantor 

cabang terbaik yakni Kantor Cabang Sidoarjo, Kantor Cabang Meulaboh, dan 

Kantor Cabang Palopo.  

b. Peserta yang terdaftar di kantor cabang peringkat 3 terbawah untuk kantor 

cabang yakni Kantor Cabang Pekanbaru Kota, Kantor Cabang Ternate, dan 

Kantor Cabang Sukabumi. 

Berdasarkan Laporan Akuntansi Manajemen bulan Agustus 2016, dari dua 

kriteria di atas maka didapatlah data tenaga kerja aktif sampai dengan bulan 

Agustus 2016 untuk setiap cabang, yakni: 

 

 

Analisis pengaruh..., Yordi Rizki Himawan, FEB UI, 2017



33 
 

  Universitas Indonesia 

Tabel 3.1 Data Tenaga kerja Aktif 

No Kantor Cabang Jumlah TK Aktif 

1 Meulaboh                   20.887  

2 Ternate                   23.034  

3 Palopo                   27.203  

4 Sukabumi                 160.109  

5 Sidoarjo                 181.635  

6 Pekanbaru                 201.575  

TOTAL                 614.443  

 

Dari jumlah sebanyak 614.443 tenaga kerja aktif dapat dikategorikan 

sebagai populasi dalam penelitian ini, sedangkan dalam menentukan sampel 

penelitian akan menggunakan metode random sampling yakni memilih secara 

acak tenaga kerja yang akan dijadikan responden untuk diberikan kuesioner 

terkait pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap tingkat 

kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini akan menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel 

jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. 

Rumus Slovin tidak memerlukan tabel jumlah sampel namun dapat dilakukan 

dengan rumus dan perhitungan sederhana (Sugiyono, 2011). Adapun rumusnya 

yakni: 

n = N / (1+Ne
2
)          (3.1) 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Total Populasi 

e = Toleransi Error (10%) 

 Besarnya populasi dalam penelitian ini adalah 614.443 tenaga kerja, jadi 

besarnya sampel yang digunakan adalah: 

n = 614.443 / ((1+614.443 x (10%)
2
) 

n = 99,99 atau digenapkan menjadi 100 responden 

Dari 614.443 populasi tenaga kerja diperoleh 100 tenaga kerja sebagai 

sampel penelitian, namun 100 tenaga kerja merupakan total keseluruhan sampel 

yang akan menjadi responden dari 6 cabang yang dipilih sebagai kriteria. Untuk 
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menentukan sampel per masing-masing cabang dalam penelitian ini maka akan 

dibagi 100 sampel secara rata dengan menggunakan metode proporsi atas jumlah 

tenaga kerja aktif yang dimiliki oleh masing-masing cabang, dengan hasil: 

Tabel 3.2 Pembagian Sampel per Masing-Masing Cabang 

No Kantor Cabang Jumlah TK Aktif Jumlah Sampel 

1 Meulaboh                   20.887  3 

2 Ternate                   23.034  4 

3 Palopo                   27.203  4 

4 Sukabumi                 160.109  26 

5 Sidoarjo                 181.635  30 

6 Pekanbaru                 201.575  33 

TOTAL                 614.443  100 

           

Tabel di atas menunjukkan berapa besarnya sampel tenaga kerja yang akan 

diberikan kuesioner penelitian per masing-masing cabang yang memenuhi kriteria 

dalam penelitian ini dengan total sampel sebanyak 100 responden tenaga kerja. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Pengukuran Variabel Penelitian 

Sumanto (1995) mengatakan bahwa kuesioner dengan skala likert adalah 

instrumen yang umumnya digunakan untuk meminta responden agar memberikan 

respon terhadap beberapa statement dengan nilai sebagai berikut: 

1. SS : Sangat Setuju (5) 

2. S : Setuju (4) 

3. RR : Ragu-Ragu (3) 

4. TS : Tidak Setuju (2) 

5. STS : Sangat Tidak Setuju (1) 

Pengukuran variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah variabel 

tingkat kepercayaan masyarakat atas penerapan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi di BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kedua prinsip tersebut akan 

diterjemahkan kedalam beberapa pernyataan yang disusun berdasarkan skala 

likert di atas untuk kemudian diajukan ke responden. 
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Penilaian dipilihnya jumlah ganjil untuk respons dalam skala Likert di atas 

dikarenakan dengan penyediakan alternatif tengah respons bertujuan untuk 

memberikan kesempatan bagi responden yang memiliki sikap moderat terhadap 

pernyataan yang diberikan. Tidak disediakannya alternatif tengah akan 

menyebabkan responden merasa dipaksa untuk memilih alternatif secara bipolar. 

Keterpaksaan ini akan memberikan kontribusi kesalahan sistematis dalam 

pengukuran (Klopfer dan Madden, 1980). Sedangkan dipilihnya lima pilihan 

respons jawaban dikarenakan agar memudahkan para responden untuk memilih 

jawaban yang lebih sesuai untuk menjawab pernyataan-pernyataan dalam 

penelitian ini. Jika hanya tiga pilihan jawaban saja yang dipilih, maka terkesan 

bahwa responden harus memilih sikap yang jelas terhadap pernyataan yang 

diberikan, antara setuju, netral, dan tidak setuju padahal dalam kenyataanya tidak 

semuanya yang setuju berarti memang benar-benar setuju terhadap penyataan 

tersebut. Selain itu, dipilihnya lima respons pilihan jawaban memiliki arti bahwa 

semakin sedikit jumlah respons maka variasi data akan semakin berkurang 

(Widhiarso, 2010). 

 

3.4.2 Indikator Variabel Penelitian 

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan 

masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan antara lain: 

a. Akuntabilitas (X1) 

Menurut Mardasmo (2000) akuntabilitas adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Instrumen 

pernyataan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas merupakan hasil modifikasi 

dari laporan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dalam mengukur 

pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan terhadap pengelolaan APBD 

berkonsep value for money dengan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel 

moderating pada satuan kerja perangkat daerah kota Pematang Siantar dan Putra 

(2013) dalam mengukur pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran 

anggaran terhdap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. Adapun 
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pernyataan kuesioner yang dimodifikasi adalah terkait pengubahan objek 

penelitian dari pengelolaan APBD menjadi pengelolaan Dana Jaminan Sosial. 

Rincian pernyataan terlampir di lampiran 1 pada halaman 80. 

Tabel 3.3 Variabel, Definisi operasional, dan Indikator Akuntabilitas 

No Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

1 Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya 

serta pelaksanaan 

kebijakan yang 

dipercayakan kepada 

entitas pelaporan dalam 

mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara periodic. 

- Pertanggung 

jawaban dana  

publik 

Skala 

Likert 

1-5 

  

 

- Penyajian tepat 

waktu 

- Adanya pemeriksaan 

(audit)/respon 

pemerintah. 

  

b. Transparansi (X2) 

Menurut Krina (2003) transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses 

atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses 

pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. Instrumen 

pernyataan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas merupakan hasil modifikasi 

dari laporan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dalam mengukur 

pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan terhadap pengelolaan APBD 

berkonsep value for money dengan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel 

moderating pada satuan kerja perangkat daerah kota Pematang Siantar dan Putra 

(2013) dalam mengukur pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran 

anggaran terhdap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. Adapun 

pernyataan kuesioner yang dimodifikasi adalah terkait pengubahan objek 

penelitian dari pengelolaan APBD menjadi pengelolaan Dana Jaminan Sosial. 

Rincian pernyataan terlampir di lampiran 1 pada halaman 80. 
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Tabel 3.4 Variabel, Definisi operasional, dan Indikator Transparansi 

No Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

 

2 

Transparansi 

Transparansi adalah 

prinsip yang menjamin 

kebebasan bagi setiap 

orang untuk 

memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, yakni 

informasi tentang 

kebijakan, proses 

pembuatan dan 

pelaksanaannya.  

- Komunikasi Publik 

oleh BPJS 

Ketenagakerjaan 

Skala 

Likert 

1-5 

  

- Hak masyarakat 

terhadap akses 

informasi 

 

c. Kepercayaan Masyarakat (Y) 

Ba dan Pavlou (2002) mendefinisikan trust adalah penilaian hubungan 

seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu menurut 

harapan orang kepercayaannya dalam suatu lingkungan yang penuh ketidak-

pastian. Instrumen pertanyaan mengenai kepercayaan masyarakat merupakan hasil 

modifikasi dari laporan penelitian yang dilakukan oleh Presentha dan Sasenda 

(2013) dalam mengukur tingkat kepercayaan publik internal terhadap organisasi. 

Adapun pernyataan kuesioner yang dimodifikasi adalah terkait pengubahan objek 

penelitian dari Badan Rektorat UI menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Rincian 

pernyataan, terlampir di lampiran 1 pada halaman 80. 

Tabel 3.5 Variabel, Definisi operasional, dan Indikator 

Kepercayaan Masyarakat 

No Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

3 Kepercayaan 

Masyarakat 

Trust adalah kepercayaan pihak 

tertentu terhadap yang lain dalam 

melakukan hubungan transaksi  

berdasarkan suatu keyakinan bahwa 

orang yang dipercayainya tersebut 

akan 

memenuhi segala kewajibannya 

secara baik sesuai yang diharapkan.  

- Kompetensi 

- Integritas 

- Keterbukaan 

dan Kejujuran 

- Kepuasan 

- Komitmen 

Skala 

Likert 

1-5 
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3.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.5.1 Pengumpulan Data 

a. Tahap Persiapan 

Tahapan persiapan terdiri dari menyiapkan kisi-kisi instrumen penelitian, 

menyusun instrumen penelitian, menguji instrumen, dan memperbanyak 

isntrumen penelitian. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ialah dengan menyebarkan instrumen penelitian ke sampel 

penelitian yang telah dipilih melalui media elektronik, yakni email. 

c. Tahap Akhir 

Mengumpulkan kembali instrumen penelitian yang telah diisi. 

 

3.5.2 Pengolahan Data 

a. Melakukan verifikasi atas jawaban yang diberikan oleh responden. 

b. Pemberian skor untuk masing-masing jawaban yang dipilih oleh responden. 

c. Tabulasi data sesuai variabel penelitian. 

d. Menganalisis data yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel penelitian 

sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sehingga bisa mengarah pada 

pengambilan keputusan. 

e. Mendeskripsikan dan melakukan analisis atas data yang telah diolah sehingga 

permasalahan dapat dengan jelas tergambarkan. 

f. Pengujian hipotesis sesuai dengan perhitungan statistik yang sesuai. 

g. Penyimpulan dan pembahasan hasil penelitian. 

 

3.6 Uji Hipotesis 

Penelitian ini merupakan penelitian yang ingin menguji keterikatan atau 

hubungan sebab akibat (asosiatif) antara pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas 

dan transparansi dengan menggunakan metode penelitian Likert yang memiliki 

skala ordinal dalam tingkatan jawaban yang akan diberikan oleh responden yang 

dijelaskan secara kuantitatif oleh karena itu pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini menggunakan metode regresi linier berganda yang bermaksud untuk menguji 

kekuatan hubungan antara kepercayaan masyarakat dengan variabel penerapan 
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prinsip akuntabilitas dan transparansi. Untuk menguji kedua variabel tersebut, 

digunakan alat uji regresi linier berganda sebagai berikut: 

KMi = a +b1AKi + b2TRi + ei                       (3.2) 

Keterangan: 

KM = Tingkat kepercayaan masyarakat 

AK = Penerapan Akuntabilitas 

TR = Penerapan Transparansi 

b1-b2 = koefisien regresi 

e = error 

a = konstanta 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda ialah dengan menggunakan F-test dan T-test. Pengujian uji statistik F ini 

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (alpha = 5%) dengan 

ketentuan penolakan penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai alpha < 5% maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan) ini 

berarti bahwa secara bersama-sama kedua variabel independen mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai alpha > 5% maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan) ini berarti bahwa secara bersama-sama kedua variabel 

independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Setelah melaksanakan F-test, dilanjutkan dengan menggunakan T-test 

untuk menguji hubungan antar variabel secara parsial menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05 (alpha = 5%) dengan ketentuan penolakan penerimaan hipotesis 

adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai alpha < 5% maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan) ini 

berarti bahwa secara parsial kedua variabel independen mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai alpha > 5% maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan) ini berarti bahwa secara parsial kedua variable independen 

tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 
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3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Metode Kuesioner  

Instrumen kuesioner harus diukur validitas dan reliabilitas datanya 

sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid dan reliable. Instrumen 

yang valid berarti instrumen tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur, sedangkan instrumen yang reliable adalah instrumen 

yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama pula. 

 

3.7.1.1 Uji Validitas 

Data dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Butir-butir 

pertanyaan yang ada dalam kuesioner diuji terhadap faktor terkait. Uji validitas 

dimaksud untuk mengetahui seberapa cermat suatu test atau pengujian melakukan 

fungsi ukurannya. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid apabila instrumen 

tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat memberikan hasil 

sesuai dengan yang diharapkan peneliti (Umar, 2000). 

Untuk menguji kevalidan suatu data maka dilakukan uji validitas terhadap 

butir-butir kuesioner. Uji validitas umumnya dilakukan untuk menguji antara 

variabel item dengan skor total variabel atau yang sering disebut dengan metode 

Pearson atau metode Product Moment. Jika nilai koefisien korelasinya lebih dari 

5% maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Uji validitas ini 

menggunakan bantuan program SPSS.  

 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi 

suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Untuk menghitung 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Croanbach Alpha. 

Instrumen untuk mengukur masing-masing variabel dikatakan reliable jika 

memiliki Croanbach Alph lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2005). 
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3.7.1.3 Pilot Test Uji Kuesioner 

Dalam tahap persiapan terdapat didalamnya menguji instrumen 

penelitian/kuesioner sebelum kuesioner tersebut benar-benar diberikan ke sampel 

dalam penelitian ini. Pilot test bertujuan untuk melihat apakah masing-masing 

variabel dan setiap item pertanyaan dalam kuesioner itu valid dan reliable. Uji 

validitas bertujuan untuk melihat sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner mampu 

mengungkapkan apa yang diukur dalam kuesioner tersebut sedangkan uji 

reliabilitas bertujuan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang 

digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 

Uji validitas menggunakan metode Pearson atau Product moment yakni 

jika setiap item pertanyaan dalam kuesioner memiliki nilai koefisien korelasinya 

lebih dari 5% maka butir pertanyaan dalam item tersebut dapat dikatan valid 

(Ghozali, 2005). 

Uji reliabilitas menggunakan koefisien Croanbach Alpha yakni jika 

masing-masing variabel memiliki nilai Croanbach Alpha lebih besar dari 0,60 

maka variabel tersebut dapat dikatakan reliable. 

Uji kuesioner ini dengan cara menyebarkan instrumen penelitian yang 

telah disusun sebelumnya kepada 44 orang peserta BPJS Ketenagakerjaan yang 

dipilih secara acak. Dipilihnya 44 responden dikarenakan terdapat jumlah minimal 

yang harus dipenuhi dalam uji kuesioner ini, yakni 30 responden saja. Mahmud 

(2011) menyatakan bahwa untuk penelitian yang menggunakan analisis data 

statistik, ukuran sampel paling minimum adalah 30. Oleh karena itu penelitian ini 

mengambil sampel sedikit lebih banyak dari jumlah minimal agar dapat 

memberikan hasil yang diinginkan. Sedangkan instrumen pertanyaan yang 

digunakan dalam uji ini sebanyak 22 butir item pernyataan yang setiap indikator 

dalam variabel diwakili oleh setidaknya 2 pernyataan masing-masing yang 

diharapkan dapat mengukur keterkaitan antara variabel dependen dan independen 

dalam penelitian ini. 

Hasil uji untuk 44 responden seperti yang dipaparkan dalam lampiran 2, 

bahwa dari total 22 item pernyataan yakni untuk variabel akuntabilitas sebanyak 8 

item, transparansi 4 item, dan kepercayaan masyarakat 10 item memiliki hasil 

sebagai berikut: 
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a. Untuk uji validitas dimasing-masing butir pernyataan dalam kuesioner, 

ternyata hanya terdapat 3 butir pernyataan saja yang tidak valid, yakni 

koefisien korelasinya tidak mencapai 5%. Hal ini berarti bahwa dari 22 

instrumen pernyataan, hanya 19 item pernyataan saja yang dapat digunakan 

dalam penelitian ini. 

b. Untuk uji reliabilitas terhadap masing-masing variabel, dinyatakan bahwa 

setiap variabel memiliki Croanbach Alpha lebih besar dari 0,60 yakni untuk 

variabel akuntabilitas memiliki nilai 0,698, transparansi memiliki nilai 0,803 

dan kepercayaan masyarakat memiliki nilai 0,935. Sedangkan nilai Croanbach 

Alpha untuk ketiga variabel ini adalah 0,935. Hal ini berarti bahwa ketiga 

variabel tersebut dinyatakan reliable sehingga kuesioner ini dapat digunakan 

dalam penelitian ini.   

Kesimpulan dalam uji kuesioner ini adalah dari sebanyak 22 instrumen 

pertanyaan yang disusun, ternyata hanya 19 butir item pertanyaan saja yang 

dikatakan valid sedangkan 3 lainnya tidak dinyatakan valid sedangkan untuk 

ketiga variabel yakni akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat 

dapat dinyatakan reliable. Hasil uji ini terlampir di lampiran 2 pada halaman 82. 

 

3.7.2 Metode Wawancara 

Dalam menganalisa penelitian kualitatif yang salah satunya ialah dengan 

menggunakan teknik wawancara mendalam,  terdapat beberapa tahapan-tahapan 

yang perlu dilakukan (Kabalmay, 2002), di antaranya: 

a. Mengorganisasikan Data 

Pada penelitian ini mendapatkan data langsung dari subjek melalui 

wawancara mendalam (indepth inteviwer), data tersebut direkam dengan tape 

recoeder dibantu alat tulis lainya. Kemudian dibuatkan transkipnya dengan 

mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara 

verbatim. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti 

benar data atau hasil yang telah di dapatkan. 

b. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban 

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. 

Hasil wawancara dianalisis berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal 

diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokan tersebut kemudian 
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dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. 

Sehingga penelitian ini dapat menangkap penagalaman, permasalahan, dan 

dinamika yang terjadi pada subjek. 

c. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data 

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, kemudian menguji data 

tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini 

kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kemabali berdasarkan 

landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab 2, sehingga dapat dicocokan 

apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai.  

d. Menulis Hasil Penelitian 

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu 

hal yang membantu penulis unntuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang 

dibuat telah selesai. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek 

dibaca berulang kali sehinggga penulis mengerti benar permasalahanya, kemudian 

dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari 

subjek. Selanjutnya dilakukan interprestasi secara keseluruhan yang di dalamnya 

mencangkup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian. 

 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

3.7.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat, dan variabel bebas keduanya berdistribusi normal ataukah tidak. 

Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-

Smirnov Test yakni hasil uji yang tidak signifikan dengan tarif alfa di atas 0,05 

menunjukkan variabel-variabel tersebut normal. 

 

3.7.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dapat 

menyebabkan variabel-variabel independen menjelaskan varians yang sama dalam 

pengestimasian variabel dependen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara 

melihat nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF), jika hasil 

perhitungan VIF menunjukkan tidak ada satupun variabel independen dan 
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dependen yang memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak gerdapat gejala 

multikolinieritas begitu juga jikanilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka tidak 

terdapat gejala multikolinieritas. 

 

3.7.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual antar satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data ini menghimpun 

data yang mewakili berbagai ukuran. Uji yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji Glejser. 

 

3.8 Gambaran Umum Perusahaan 

3.8.1 Sejarah BPJS Ketenagakerjaan 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah lembaga baru yang dibentuk 

oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang Undang yang 

dibentuk oleh pemerintah yakni Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

dan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebelum 

bertransformasi, BPJS Ketenagakerjaan yang sekarang statusnya adalah Badan 

Hukum Publik, awalnya adalah PT Jamsostek (Persero) yang merupakan Badan 

Usaha Milik Negara. 

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang 

panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang Kecelakaan 

Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 

tentang Pengaturan Bantuan Untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, 

PMP No.15/1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, dan PMP 

No.5/1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), 

diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Terbit pula 

PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum 

Astek. 

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 

ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga 
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Kerja. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang 

itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 

2, yang berbunyi: 

 "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan.” 

 Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 

Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT 

Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan 

penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. 

Setelah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, banyak hal yang 

sudah sepatutnya diubah oleh BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan status yang 

melekat pun juga sudah berubah menjadi Badan Hukum Publik yakni BPJS 

Ketenagakerjaan sudah bukan lagi sebuah perusahaan yang mencari laba, namun 

sudah berorientasi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan 

melakukan pengelolaan dana secara akuntabel dan juga transparan sesuai dengan 

prinsip-prinsip Good Governance yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

Perubahan ini mencakup filosofi, badan hukum, organisasi, budaya organisasi, 

dan tata kelola sebagai berikut: 

a. Perubahan Filosofi 

Filosofi penyelanggaran program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan 

berubah menjadi wujud hubungan konstitusional antara warga negara dan negara 

dari yang semula berwujud industrial antara pemberi kerja dan para pekerja. BPJS 

Ketenagakerjaan melalui program jaminan sosial yang dimilikinya merupakan 

representasi dari pemerintah untuk mewujudkan hak konstitusional bagi seluruh 

warga negara Indonesia atas jaminan sosial. Perubahan ini mengakhiri 

penyelenggaraan jaminan sosial yang berfungsi insentif bagi para pekerja untuk 

merespon kebutuhan pemberi kerja terhadap tenaga kerja murah, disiplin dan 

berproduktifitas tinggi. Bukan hanya itu filosofi dalam pengelolaan dana pun 
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berubah, dari yang awalnya bersifat prolaba sekarang berubah menjadi nirlaba, 

yakni BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi mementingkan laba namun peningkatan 

pelayanan kepada para pesertanya. 

b. Perubahan Badan Hukum 

PT Jamsostek (Persero) sesuai dengan amanat Undang Undang Sistem 

Jaminan Sosial dan Undang Undang Badan Penyelanggara Jaminan Sosial bubar 

tanpa terjadinya likuidasi menjadi BPJS Ketenagagakerjaan. Jika awal semula PT 

Jamsostek (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara di bawah 

Kementrian BUMN, namun semenjak transformasi dilakukan menjadi BPJS 

Ketenagakerjaan, sekarang berubah menjadi Badan Hukum Publik dan berada 

langsung di bawah Presiden sehingga dalam proses pelaksanaannya dan 

pengelolaan dana milik peserta akan diawasi secara langsung Pemerintah. 

c. Perubahan Organisasi 

Organ BPJS Ketenagakerjaan menurut UU Badan Penyelanggara Jaminan 

Sosial sangat berbeda jika dibandingkan dengan organ Persero yang tunduk 

kepada UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan peraturan 

pelaksanaannya, serta tunduk juga pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. Organ PT Jamsostek (Persero) terdiri atas RUPS, Komisaris, dan 

Direksi. RUPS memiliki peran untuk mengangkat dan juga memberhentikan 

Komisaris dan Direksi dengan mengacu pada mekanisme seleksi yang ditentukan 

dalam Peraturan Pemeritah. RUPS yang dimaksudkan disini ialah Menteri Negara 

Badan Usaha Milik Negara, yang berwenang memberhentikan dan mengangkat 

Komisaris serta direksi di PT Jamsostek (Persero). Namun organ yang dimiliki 

oleh BPJS Ketenagakerjaan berbeda, BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi memiliki 

Komisaris, namun digantikan oleh Dewan Pengawas. Mekanisme pemilihan 

Dewan Pengawas dan juga Direksi tidak lagi dilakukan oleh Menteri Negara 

BUMN, namun dilakukan langsung oleh Presiden yang mekanismenya diatur 

dalam Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.   

d. Perubahan Budaya Organisasi 

Tranformasi dari PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan 

menjadi badan hukum publik, ialah sangat mendasar dikarenakan menyangkut 

perubahan organisasi. PT Jamsostek (Persero) memiliki budaya organisasi yang 

bersifat prolaba, dimana terus mencari keuntungan untuk Negara, sedangkan BPJS 
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Ketenagakerjaan memiliki budaya organisasi yang bersifat nirlaba, sehingga BPJS 

Ketenagakerjaan tidak lagi mementingkan mengenai pencapaian laba yang dapat 

dilakukan namun peningkatan dalan pelayana terhadap publik. 

e. Perubahan Tata Kelola 

Perubahan tata kelola mencakup ke dalam 2 hal yakni prinsip pengelolaan 

dan pemisahan aset jaminan sosial. Prinsip pengelolaan jelas berubah dikarenakan 

status badan yang dimiliki oleh PT Jamsostek (Persero) dan BPJS 

Ketenagakerjaan juga berubah. Dalam prinsip pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan 

menggunakan 9 prinsip pengelolaan sesuai yang diatur dalam Undang Undang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam hal pemisahan aset jaminan sosial, sesuai 

dengan UU No.24 Tahun 2011 Pasal 40 ayat 4 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan wajib memisahkan antara aset BPJS dan 

juga aset Dana Jaminan Sosial, dan aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan 

aset BPJS sehingga tidak boleh lagi dilakukan subsidi silang antara kedua jenis 

aset tersebut. Aset Dana Jaminan Sosial terdiri dari Aset program Jaminan Hari 

Tua, Aset program Jaminan Kecelakaan Kerja, aset program Jaminan Kematian 

dan aset program Jaminan Pensiun. 

 

3.8.2 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah lembaga Pemerintah yang 

diwajibkan untuk melayani masyarakat secara baik. Oleh karena itu, dalam 

memenuhi amanat Undang Undang baik Undang Undang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan 

diwajibkan memiliki tatanan organisasi yang baik, seperti visi dan misi yang jelas, 

motto, dan juga budaya organisasi. 

Visi yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah “Menjadi Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggan Bangsa, yang Amanah, Bertatakelola 

baik serta Unggul dalam Operasional dan Pelayanan”. Sedangkan Misi BPJS 

Ketenagakerjaan ialah “Melalui Program Jamnan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS 

Ketenagakerjaan berkomitmen untuk: melindungi dan menyejahterakan seluruh 

pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja, 

serta mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.” 
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Motto yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan ialah “Menjadi Jembatan 

Menuju Kejahteraan Pekerja” dengan nilai-nilai budaya organisasi yang 

tercermin dalam ekselen, teladan, harmoni, integritas, kepedulian, dan antusias 

(ETHIKA). 

 

3.9 Produk dan Jasa BPJS Ketenagakerjaan 

BPJS Ketenagakerjaan yang resmi beroperasi penuh pada tanggal 1 Juli 

2015 menjalankan 4 program jaminan sosial yang diberikan kepada pesertanya, 

antara lain program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (Jaminan Pensiun). 

3.9.1 Jaminan Hari Tua 

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan 

dana yang ditujukan sebagai simpanan yang nantinya dapat dipergunakan oleh 

peserta, terutama bila penghasilan dari yang bersangkutan mengalami 

pemberhentian oleh suatu sebab seperti, pemutusan hubungan kerja, meninggal 

dunia, mencapai usia pensiun, dan lain sebagainya. Kepesertaan atas program 

Jaminan Hari Tua dibedakan menjadi 2 yakni penerima upah selain penyelenggara 

negara yang tercakup ke dalamnya adalah semua pekerja baik yang bekerja pada 

perusahaan dan perseorangan dan orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 

6 bulan, dan bukan penerima upah yang tercakup ke dalamnya pemberi kerja dan  

pekerja diluar hubungan kerja/mandiri. 

3.9.2 Jaminan Kecelakaan Kerja 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan jaminan sosial yang 

diberikan ke peserta atas resiko kecelakaan atau penyebab akibat kerja berupa 

perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Program Jaminan Kecelakaan Kerja di 

BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan 

yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam 

perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang 

disebabkan oleh lingkungan kerja. Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang 

dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko 

lingkungan kerja, yang besarannya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali.  
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3.9.3 Jaminan Kematian 

Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat 

kecelekaan kerja berupa santunan kematian. Iuran bagi peserta penerima upah 

yang mengikuti program Jaminan Kematian adalah sebesar 0,30% (nol koma tiga 

puluh persen) dari gaji atau upah sebulan sedangkan bagi peserta bukan penerima 

upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap bulan.  

3.9.4 Jaminan Pensiun 

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk 

mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli 

warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, 

mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah 

sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia 

pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang 

meninggal dunia. 

3.10 Struktur Organisasi 

BPJS Ketenagakerjaan memiliki struktur organisasi yang jelas yakni 

Direksi membagi strategi kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sesuai 

dengan PERDIR 03/032016 tentang Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan, 

Direksi membagi 7 wilayah kerja menjadi 7 Direktorat yang masing-masing 

Direktorat dipimpin langsung oleh satu Direksi. Direktorat-direktorat tersebutlah 

yang kemudian menjadi landasan untuk membagi Divisi-divisi yang dimiliki oleh 

BPJS Ketenagakerjaan kedalam masing-masing Direktorat. Divisi ini bertujuan 

untuk membantu dan juga memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan oleh Direksi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
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Berikut adalah struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan: 

 

 

Sesuai dengan gambar di atas, Direksi membagi wilayah kerja menjadi 7 

Direktorat untuk kemudian membagi Divisi-Divisi untuk berada di masing-

masing Direktorat tersebut. Di Direktorat Utama, terdapat di bawahnya yakni 

Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Perintis yang setiap unit 

kerja dipimpin oleh masing-masing Kepala. Kantor wilayah mempunyai fungsi 

dan bertanggung jawab terhadap perencanaa, pengarahan, pengoordinasian, 

pengendalian kegiatan operasional dan penerapan tata kelola yang baik (good 

governance) di Kantor Wilayah dan juga Kantor Cabang serta Kantor Cabang 

Perintis yang ada di bawah jajarannya. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 11 Kantor 

Wilayah, 121 Kantor Cabang, dan 205 Kantor Cabang Perintis yang tersebar di 

seluruh Indonesia. 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan 

            Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, (2016). 
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3.11 Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan 

Sejak menjadi Badan Usaha Milik Negara, PT Jamsostek (Persero) telah 

memiliki peraturan tersendiri mengenai bagaimana praktik tata kelola yang baik 

yang harus di terapkan di setiap lini unit kerja dan oleh semua karyawan dan 

ketika bertransformasi penuh sebagai Badan Hukum Publik, BPJS 

Ketenagakerjaan, praktik tata kelola yang baik terus dilanjutkan. Praktik 

penerapan tata kelola yang baik (Good Governance) di BPJS Ketenagakerjaan 

diatur dalam PERDIR /18/092015 tentang Pedoman Tata Kelola Yang Baik 

(Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan. PT Jamsostek (Persero) dan BPJS 

Ketenagakerjaan memiliki status badan yang berbeda, oleh karena itu dalam 

pelaksanaan penerapan good governance pun memiliki struktur yang berbeda 

pula. Semua kebijakan yang berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan tidak 

diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lagi melainkan 

diputuskan oleh Presiden sebagai struktur tertinggi, terlebih dalam struktur Good 

Governance BPJS Ketenagakerjaan. Presiden kemudian membagi 2 fungsi dalam 

urusan tata kelola yakni fungi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan 

Pengawas dan fungsi pengaturan yang diawasi oleh Direksi.  

Dewan Pengawas dan Direksi merupakan Organ BPJS Ketenagakerjaan 

dalam membuat keputusan dan menjalankan tugas dilandasi oleh itikad baik dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya 

tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan kepada para pemangku kepentingan. 

Hubungan antar organ tersebut antara lain: 

a. Dewan Pengawas menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi BPJS 

Ketenagakerjaan. 

b. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan 

pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan. 

c. Dewan Pengawas berhak memperoleh data dan informasi tentang pengelolaan 

BPJS Ketenagakerjaan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk ditelaah. 

d. Direksi bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu 

penyamapaian data dan informasi BPJS Ketenagakerjaan kepada Dewan 

Pengawas. 
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3.11.1 Definisi Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan 

Menurut PERDIR/18/09/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Yang Baik 

(Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan, Good Governance memiliki definisi 

bahwa dalam praktiknya, BPJS Ketenagakerjaan akan menjalankan semua proses 

bisnis dimulai dari sistem, proses, hingga struktur yang harus 

dipertanggungjawabkan oleh Organ BPJS Ketenagakerjaan yakni Dewan 

Pengawas dan Direksi untuk kemudian dari proses tersebut diharapkan akan 

memingkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas yang dapat mewujudkan nilai 

tambah bagi stakeholder sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku 

serta Kode Etik yang mengatur hal tersebut. Dari definisi tersebut, hal ini berarti 

bahwa BPJS Ketenagakerjaan dalam praktiknya harus selalu menerapkan tata 

kelola yang baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

pertanggungjawaban (pelaporan). 

 

3.11.2 Tujuan Pelaksanaan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan 

Pelaksanaan penerapan Good Governance BPJS Ketenagakerjaan tidak 

semata hanya untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, 

namun penerapan ini merupakan sebuah komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan 

untuk memiliki praktik tata kelola yang baik sehingga diharapkan dapat 

Gambar 3.2 Struktur Tata Kelola Yang Baik 

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, (2016). 

Analisis pengaruh..., Yordi Rizki Himawan, FEB UI, 2017



53 
 

  Universitas Indonesia 

meningkatkan nilai tambah bagi para stakeholder. Berikut adalah tujuan dari 

penerapan Good Governance BPJS Ketenagakerjaan: 

a. Meningkatkan kinerja dan nilai BPJS Ketenagakerjaan melalui prinsip-

prinsip Good Governance BPJS Ketenagakerjaan 

b. Menjalankan keputusan dan tindakan sesuai dengan nilai moral dan etika. 

c. Menjalankan kepatuhan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku. 

d. Memiliki tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. 

e. Memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. 

 

3.11.3 Prinsip Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan  

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan maka 

BPJS Ketenagakerjaan menjadikan prinsip-prinsip Good Governance sebagai 

pedoman/acuan dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Prinsip-prinsip yang 

digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, selain mengacu kepada prinsip-prinsip 

yang berlaku secara umum di Indonesia, juga mengadopsi prinsip-prinsip Good 

Governance dari International Social Security Association (ISSA). Berdasarkan 

Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No PERDIR/08/092015 tentang 

Pedoman Tata Kelola Yang Baik BPJS Ketenagakerjaan, maka prinsip-prinsip 

tersebut antara lain: 

a. Tranparency 

Terjaminnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan 

dalam pengungkapan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan 

sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan perundnag-

undangan yang berlaku. 

b. Accountability 

Terselenggaranya kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan yang menjelaskan 

fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari setiap pihak yang terkait 

dengan Organ BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan perundnag-

undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum. 

c. Responsibility 

Terselenggaranya program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan yang 

dapat menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan BPJS 
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ketenagakerjaan untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di BPJS 

Ketenagakerjaan. 

d. Independency 

Pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan secara profesional yang bebas benturan 

atau tekanan dan atau pengauh dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Fairness 

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul 

berdasarkan perjanjian dan perunang-undangan yang berlaku. 

f. Predictability 

Penerapan hukum kebijakan, dan pertauran secara konsisten. Dalam 

pelaksanaan program jaminan sosial, hak dan kewajiban peserta serta penerima 

manfaat harus ditetapkan, dilindungi dan diterapkan secara konsisten. Hal ini 

perlu dilakukan untuk menjaga kesinambungan program yang dijalankan ketika 

ada perubahan atas peraturan perundang-undangan, program, dan manfaat. 

g. Participation 

Memberikan edukasi secara aktif dan kesempatan keterlibatan pemangku 

kepentingan secara efektif dengan cara memberi kemudahan mengakses informasi 

lembaga dan kemmapuan mereka untuk memahami dan bertindak terkait 

informasi tersebut. 

h. Dyanamism 

Inovasi dalam tata kelola atau perubahan yang positif, efeknya adalah untuk 

menciptakan efisiensi dan meningkatkan performance lembaga. Dengan 

berpegang pada prinsip-prinsip Good Govrnance maka dinamisme lebih pada hal 

inovasi, penerapan, dan hal positif lainnya yang dapat mengubah operasional 

lembaga menjadi lebih baik. 

 

3.11.4 Infrastuktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan 

BPJS Ketenagakerjaan dalam praktiknya pun memiliki peraturan internal 

sendiri mengenai penerapan atas prinsip akuntabilitas dan transparansi yang 

dituangkan dalam Infrastuktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan yang 

terdiri dari: 
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Infrastruktur di atas merupakan pedoman yang diterapkan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan dalam hal penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good 

governance). Dengan adanya infrastuktur tersebut BPJS Ketenagakerjaan akan 

lebih terarah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga hal 

tersebut diharapkan dapat menunjang kepercayaan masyarakat terhadap BPJS 

Ketenagakerjaan. Setidaknya ada delapan item wujud pelaksaan prinsip tata kelola 

yang baik menurut BPJS Ketenagakerjaan, item-item tersebut antara lain:  

a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Pengawas, 

b) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan Divisi yang menjalankan 

fungsi pengendalian, 

c) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan Divisi yang menjalankan,  

d) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, 

e) pengadaan barang dan jasa, 

f) rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran tahunan;  

g) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, dan  

h) penerapan pengelolaan dana secara hati-hati. 

Tabel 3.6 Infrastruktur Good Governance  

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, (2016). 
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BAB 4 

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Profil Responden 

Penelitian ini memiliki 144 responden dengan jawaban atas responden 

tersebut menentukan hasil apakah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi 

berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan. 

Responden yang dipilih dalam penelitian ini tidak dibatasi dari beberapa kriteria 

tertentu selama responden tersebut adalah peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan 

maka dipersilahkan untuk menjawab kuesioner tersebut. Tidak adanya limitasi 

dalam penentuan responden dapat mempengaruhi hasil jawaban responden dalam 

penelitian ini. Jika dilihat dari jenis kelamin, ternyata sebagian besar responden 

penelitian ini adalah wanita dengan persentase sebesar 55,56% sedangkan pria 

hanya sebesar 44,44%. Untuk segi ternyata responden yang berumur 21-30 tahun 

memiliki persentase paling tinggi sebesar 43,75%, sedangkan yang berumur 31-40 

tahun sebesar 37,5% dan responden berumur 41-55 tahun sebesar 18,75%. 

Responden berusia 21-30 tahun lebih banyak dikarenakan banyaknya perusahaan 

menganggap bahwa usia tersebut merupakan usia produktif yang dapat 

menunjang kemajuan perusahaan. 

Selanjutnya jika dilihat dari segi pendidikan terakhir dibagi menjadi 3 

kriteria yakni diploma, sarjana, dan pascasarjana ternyata responden yang 

memiliki lulusan terakhir sebagai diploma memiliki jumlah lebih banyak dengan 

persentase 57,64% sedangkan lulusan sarjana hanya 31,94% dan pascasarjana 

sebesar 10,42%. Banyaknya lulusan diploma yang berkerja kemungkinan 

dikarenakan lulusan tersebut memang dipersiapkan untuk bekerja secara lapangan 

di beberapa perusahaan sehingga mereka sudah terbiasa untuk berkerja. 

Beragamnya profil responden dalam penelitian memungkinan beragamnya pula 

hasil dari kuesioner tersebut. 

Dan jika dilihat dari lamanya terdaftar sebagai peserta maka kebanyakan 

responden merupakan peserta yang terdaftar kurang lebih dari 5 tahun dengan 

persentase sebesar 54,86%, sedangkan sebesar 33,33% merupakan peserta yang 

terdaftar dari 6 hingga 10 tahun, lalu sebesar 11,12% merupakan peserta yang 

terdaftar dari 11 hingga 20 tahun, dan sebesar 0,69% merupakan peserta yang 
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terdaftar dari 21 hingga 30 tahun di BPJS Ketenagakerjaan. Banyaknya peserta 

yang terdaftar kurang dari 5 tahun sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat 

menimbulkan wacana bahwa belum banyak yang mengerti bagaimana BPJS 

Ketenagakerjaan mengelola Dana Jaminan Sosial dan bagaimana BPJS 

Ketenagakerjaan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan dananya. Profil responden ini dapat dilihat dalam lampiran 4 pada 

halaman 90. 

 

4.2 Statistik Deskriptif Hasil Kuesioner 

Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang diberikan kepada 

sampel terpilih untuk menjawab apakah terdapat pengaruh antara penerapan 

prinsip akuntabilias dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di 

BPJS Ketenagakerjaan. Dari 6 Kantor Cabang terpilih yakni, Meulaboh, Ternate, 

Palopo, Sukabumi, Sidoarjo, dan Pekanbaru didapatlah hasil yakni beberapa 

pernyataan yang sama ternyata memiliki jawaban yang beragam. Dari 5 jenis 

pengukuran variabel kemudian dikelompokkan lagi menjadi 3 variabel yakni 

variabel setuju merupakan gabungan jawaban antara yang sangat setuju dan 

setuju, lalu variabel kedua jawaban yang ragu-ragu, dan variabel terakhir ialah 

tidak setuju yang nerupakan gabungan jawaban tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. Tujuan pengelompokkan ini agar memudahkan dalam mengukur variabel 

independen dan dependen dalam penelitian ini. Berikut adalah rekap hasil 

kuesioner yang telah dijawab oleh responden: 

 

No 
Akuntabilitas (AK) Tranparansi (TR) 

Kepercayaan 

Masyarakat (KM) 

Pengukuran 

Variabel Total 

Pengukuran 

Variabel Total 

Pengukuran 

Variabel Total 

1 SS 238 SS 214 SS 536 

2 S 312 S 243 S 731 

3 RR 167 RR 115 RR 167 

4 TS 3 TS 4 TS 6 

5 STS 0 STS 0 STS 0 

Total 720 576 1440 

 

 

Tabel 4.1 Rekap Hasil Kuesioner 
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Keterangan: 

1. SS : Sangat Setuju 

2. S : Setuju 

3. RR : Ragu-Ragu 

4. TS : Tidak Setuju 

5. STS : Sangat Tidak Setuju 

Hasil di atas merupakan akumulasi jawaban dari total 144 responden, 

yakni 100 responden merupakan sampel dalam penelitian ini ditambah dengan 

responden sebelumnya untuk melakukan pilot test kuesioner sebanyak 44 

responden. Menyertakan kembali responden sebelumnya dalam pengujian 

diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif, adapun 

rincian dari keseluruhan responden adalah sebagai berikut: 

 

No Kantor Cabang Jumlah Sampel 

1 Meulaboh 3 

2 Ternate 4 

3 Palopo 4 

4 Sukabumi 26 

5 Sidoarjo 30 

6 Pekanbaru 33 

7 Lain-Lain 44 

TOTAL 144 

4.2.1 Hasil Uji Kuesioner Prinsip Akuntabilitas 

Prinsip akuntabilitas memiliki 5 pernyataan yang ditanyakan kepada 

responden. Dari 5 pernyataan tersebut didapatlah hasil bahwa tidak semua 

responden setuju dengan penerapan prinsip akuntabilitas yang diterapkan oleh 

BPJS Ketenagakerjaan, namun secara keseluruhan jawaban setuju memiliki nilai 

paling tinggi yang berarti hampir seluruh responden setuju dengan penerapan 

prinsip akuntabilitas yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah jumlah 

jawaban  sebanyak 76,39%. Sedangkan jumlah jawaban ragu-ragu 23,19% dan 

tidak setuju sebesar 0,42%. Walaupun demikian, jika dilihat untuk masing-masing 

item pernyataan dalam kategori penerapan prinsip akuntabilitas, untuk item 

Tabel 4.2 Tabel Jumlah Responden 
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pernyataan No 3 yakni “Dana Jaminan Sosial yang diterima oleh masyarakat 

sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku” memiliki 

persentase ragu-ragu tertinggi sebesar 7,92%. Item pernyataan No 2 yakni 

“Pengelolaan Dana Jaminan Sosial disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat 

kepada seluruh masyarakat” memiliki persentase tidak setuju paling tinggi dengan 

nilai 0,28%. Sedangkan item pernyataan No 4 yakni “Pelaksanaan program 

Jaminan Sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat” memiliki 

nilai setuju paling tinggi sebesar 16,94%. Dari analisa di atas hal ini dapat 

menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil kuesioner yakni sebesar 76,39%, 

responden setuju prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan baik di BPJS 

Ketenagakerjaan. Berikut adalah rekap hasil jawaban untuk kategori penerapan 

prinsip akuntabilitas: 

 

  AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 

S  14.44  16.81      12.08          16.94          16.11  

RR 5.42  2.92            7.92            3.06            3.89  

TS 0.14  0.28              0                0       0    

Keterangan: 

1. AK1 : Pernyataan pertama dari prinsip akuntabilitas 

2. AK2 : Pernyataan kedua dari prinsip akuntabilitas 

3. AK3 : Pernyataan ketiga dari prinsip akuntabilitas 

4. AK4 : Pernyataan keempat dari prinsip akuntabilitas 

5. AK5 : Pernyataan kelima dari prinsip akuntabilitas 

6. S : Setuju 

7. RR : Ragu-ragu 

8. TS : Tidak setuju 

4.2.2 Hasil Uji Kuesioner Prinsip Transparansi 

Prinsip transparansi memiliki 4 pernyataan yang ditanyakan kepada 

responden. Dari 4 pernyataan tersebut, jawaban mayoritas untuk ke semua item 

pernyataan adalah setuju dengan total jawaban sebesar 79,34%. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan prinsip transparansi 

dalam praktiknya. Namun, jika dilihat untuk masing-masing item pernyataan 

dalam kategori penerapan prinsip transparansi, pernyataan No 2 yakni “Program 

Tabel 4.3 Rekap Jawaban Prinsip Akuntabilitas (Dalam Persen) 
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dan Kebijakan telah dipahami dengan baik oleh masyarakat melalui sosialiasi oleh 

BPJS Ketenegakerjaan” masih terdapat tidak setuju dengan persentase sebesar 

0,69%. Item pernyataan No 4 yakni “Informasi mengenai kewajiban dan hak-hak 

tenaga kerja dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat” memiliki nilai 

jawaban ragu-ragu paling tinggi yakni sebesar 10,42%. Sedangkan dalam item 

pernyataan No 1 memiliki nilai setuju paling tinggi sebesar 25% yakni 

“Komunikasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap masyarakat 

sudah cukup baik”. Walaupun secara keseluruhan responden setuju bahwa BPJS 

Ketenagakerjaan telah menerapkan prinsip transparansi dalam praktiknya, masih 

terdapat beberapa responden yang merasa bahwa program dan kebijakan yang 

telah disosialisasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan belum dapat dipahami dengan 

baik. Pernyataan atas prinsip transparansi dapat dilihat dari lampiran 3 pada 

halaman 87. Berikut adalah rekap hasil jawaban untuk kategori penerapan prinsip 

transparansi: 

 

  TR1 TR2 TR3 TR4 

S 25.00  18.75  21.01  14.58  

RR 0    5.56          3.99  10.42  

TS 0    0.69                 0    0    

Keterangan: 

1. TR1 : Pernyataan pertama dari prinsip transparansi 

2. TR2 : Pernyataan kedua dari prinsip transparansi 

3. TR3 : Pernyataan ketiga dari prinsip transparansi 

4. TR4 : Pernyataan keempat dari prinsip transparansi 

5. S : Setuju 

6. RR : Ragu-ragu 

7. TS : Tidak setuju 

4.2.3 Hasil Uji Kuesioner Kepercayaan Masyarakat 

Kepercayaan masyarakat memiliki 10 pernyataan yang ditanyakan kepada 

responden. Dari 10 pernyataan tersebut, jawaban mayoritas untuk ke semua item 

pernyataan adalah setuju dengan total jawaban sebesar 87,92%. Hal ini juga dapat 

menyimpulkan bahwa apa yang telah diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan 

berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Namun, jika dilihat untuk 

Tabel 4.4 Rekap Jawaban Prinsip Transparansi (Dalam Persen) 
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masing-masing item pernyataan dalam kategori kepercayaan masyarakat, 

pernyataan No 3 yakni “BPJS Ketenagakerjaan memperlakukan setiap peserta 

dengan adil” memiliki nilai tidak setuju paling tinggi yakni sebesar 0,14%. Item 

pernyataan No 10 yakni “Dibandingkan dengan organisasi lain sejenis, BPJS 

Ketenagakerjaan memiliki hubungan yang paling baik dengan saya” memiliki 

nilai ragu-ragu paling tinggi sebesar 1,88%. Sedangkan pernyataan no 1 yakni 

“Saya sangat percaya akan kemampuan BPJS Ketenagakerjaan dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya” memiliki nilai setuju paling tinggi sebesar 

10%. Hal ini menyimpulkan bahwa walaupun BPJS Ketenagakerjaan mampu 

dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, masih saja terdapat responden yang 

merasa bahwa BPJS Ketenagakerjaan belum adil dalam memperlakukan setiap 

pesertanya. Pernyataan atas kepercayaan masyarakat dapat dilihat dari lampiran 3 

pada halaman 87. Berikut adalah rekap hasil jawaban untuk kategori kepercayaan 

masyarakat: 

 

  KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 KM7 KM8 KM9 KM10 

S 10.00 8.54 8.89 8.75 8.61 9.03 8.54 8.82 8.68 8.06 

RR 0 1.39 0.97 1.25 1.32 0.90 1.39 1.18 1.32 1.88 

TS 0 0.07 0.14 0 0.07 0.07 0.07 0 0 0.07 

Keterangan: 

1. KM1 : Pernyataan pertama dari kepercayaan masyarakat 

2. KM2 : Pernyataan kedua dari kepercayaan masyarakat 

3. KM3 : Pernyataan ketiga dari kepercayaan masyarakat 

4. KM4 : Pernyataan keempat dari kepercayaan masyarakat 

5. KM5 : Pernyataan keempat dari kepercayaan masyarakat 

6. KM6 : Pernyataan keempat dari kepercayaan masyarakat 

7. KM7 : Pernyataan keempat dari kepercayaan masyarakat 

8. KM8 : Pernyataan keempat dari kepercayaan masyarakat 

9. KM9 : Pernyataan keempat dari kepercayaan masyarakat 

10. KM10 : Pernyataan keempat dari kepercayaan masyarakat 

11. S : Setuju 

12. RR : Ragu-ragu 

13. TS : Tidak setuju 

Tabel 4.5 Rekap Jawaban Kepercayaan Masyarakat (Dalam Persen) 
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4.3 Analisis Hasil 

4.3.1 Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menguji apakah setiap item-item pernyataan 

yang diberikan kepada responden merupakan pernyataan-pernyataan yang valid 

untuk mengukur penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam 

hubungannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan.  

Uji validitas dilakukan dengan menambah jumlah sampel, dari 40 sampel 

menjadi 144 sampel yang merupakan sampel awal ditambah dengan sampel 

terpilih dalam penelitian ini. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 

metode Pearson atau Product moment yaitu jika setiap item pernyataan memiliki 

nilai koefisien korelasi lebih dari 5% atau 0,05 maka item pernyataan tersebut 

dapat dikatan valid (Ghazali, 2005). 

Dari hasil uji validitas menggunakan SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) didapatlah hasil bahwa untuk keseluruhan item pernyataan yakni 

untuk penerapan prinsip akuntabilitas sebanyak 5 pernyataan, prinsip transparansi 

sebanyak 4 pernyataan, dan kepercayaan masyarakat sebanyak 10 pernyataan 

memiliki nilai koefisien korelasi lebih dari 5% atau 0,05. Hal ini berarti bahwa 

setiap item pernyataan yang diujikan ke sampel terpilih merupakan pernyataan 

yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur hubungan penerapan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi dengan tingkat kepercayaan masyarakat di BPJS 

Ketenagakerjaan. Berikut adalah hasil uji validitas dalam penelitian ini: 

 

Pearson Correlation AK TR KM 

AK  0,787   0,703                  1  

TR  0,676                  1   0,703  

KM  0,787   0,703                  1  

 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi item pernyataan 

dalam penelitian ini guna mengukur penerapan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi dalam hubungannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat di BPJS 

Ketenagakerjaan. Uji reliabilitas dilakukan dengan menambah jumlah sampel dari 

40 sampel menjadi 144 sampel yang merupakan sampel awal ditambah dengan 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas 
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sampel terpilih dalam penelitian ini. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan koefisien Croanbach Alpha yaitu item pernyataan dalam penelitian 

ini dikatakan reliable jika koefisien Croanbach Alpha lebih besar dari 0,60 

(Ghazali, 2005). 

Dari hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) didapatlah hasil bahwa untuk keseluruhan kategori item 

pernyataan yakni prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan kepercayaan 

masyarakat memiliki koefisien Croanbach Alpha di atas 0,60 yakni 0,885 yang 

berarti bahwa untuk ketiga kategori yang diujikan dalam penelitian ini dinyatakan 

reliable sehingga dapat digunakan untuk meneliti pengaruh penerapan prinsip 

akuntabilitas dan transaransi terhadaap tingkat kepercayaan masyarakat di BPJS 

Ketenagakerjaan.  

 

4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

Salah satu uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji 

normalitas, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

antara variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Alat uji normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov Test yakni hasil uji yang 

tidak signifikan dengan tarif alfa di atas 0,05 menunjukkan variabel-variabel 

tersebut berdistribusi normal. 

Dari hasil uji tersebut didapatlah hasil bahwa untuk semua variabel 

memiliki nilai alfa di atas 0,05 yakni sebesar 0,050 yang menunjukkan bahwa 

variabel prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat dapat 

dinyatakan berdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas: 

 

Uji  Normalitas 

N 144 

Alfa 0,050 

 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terjadi suatu 

penyimpangan asumsi klasik dalam sebuah model regresi, yakni ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan 

cara melihat nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF), jika 

nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas, 

begitu juga jika hasil perhitungan VIF menunjukkan tidak ada satupun variabel 

independen dan dependen yang memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak 

gerdapat gejala multikolinieritas. 

Dari hasil uji dengan menggunakan software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) di dapatlah hasil bahwa dalam penelitian ini antar variabel 

independen tidak ditemukan adanya masalah multikolonieritas. Tabel di bawah ini 

menjelaskan bahwa nilai tolerance untuk masing-masing variabel independen 

yakni akuntabilitas dan transparansi memiliki nilai 0,542 dan jika dilihat dari nilai 

VIF akuntabilitas dan transparansi memiliki nilai 1,844 yang menyimpulkan 

bahwa untuk uji multikolinieritas yang dilihat dari nilai tolerance dan VIF untuk 

kedua variabel yakni akuntabilitas dan transparansi memiliki nilai lebih kecil dari 

0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik 

dalam model regresi dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil dari uji 

multikolinieritas: 

 

Model Tolerance VIF 

AK 0,542 1,844 

TR 0,542 1,844 

 

4.2.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

penyimpangan asumsi klasik yakni ketidaksamaan varian dari residual untuk 

semua pengamatan model regresi. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji Glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 

independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi 

antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis 

 

Dari hasil uji menggunakan software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) didapatlah hasil bahwa variabel dalam penelitian ini 

homokedastisitas, yakni memiliki nilai signifikansi untuk variabel akuntabilitas 

dan transparansi lebih dari 0,05 yaitu nilai untuk akuntabilitas sebesar 0,942 dan 

transparansi sebesar 0,403. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Berikut 

adalah hasil uji heterokedastisitas: 

 

Model Sig 

AK 0,942 

TR 0,403 

 

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis 

Hasil uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen 

dalam penelitian ini berpengaruh baik secara bersama-sama maupun terpisah 

terhadap variabel independen, dengan kata lain ialah untuk mengetahui apakah 

penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip tranparansi berpengaruh terhadap 

tingkat kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah dilakukan 

pengujian hipotesis berupa uji simultan dengan menggunakan uji stastisik F 

(Anova) dan uji parsial dengan menggunakan uji statistik t, maka diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

 

Variabel Dependen: KM 

Model koefesien t-test Prob. 

Constant     0.751      3.685      0.001  

AK     0.526      8.758   0,001*  

TR     0.303      4.826   0,001*  

R-Squared     0.820  

Adjusted R-Squared     0.673  

F-Statistic 144.88 

Prob (Fstatistic) 0,001* 

* Signifikansi pada a 5% 

Keterangan:    

AK = Penerapan Akuntabilitas 

TR = Penerapan Transparansi 

KM = Tingkat Kepercayaan Masyarakat 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Heterokedastisitas 
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4.3.4.1 Pengujian Secara Simultan (Anova) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

yang digunakan secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel 

dependennya secara signifikan atau tidak. Dalam penelitian ini adalah menguji 

apakah variabel independen yakni penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip 

transparansi berpengaruh terhadap variabel dependennya yakni tingkat 

kepercayaan masyarakat di BPJS Ketengakerjaan secara bersama-sama. Pengujian 

ini menggunakan uji statistik F dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 

(alpha = 5%).  

Dari hasil uji tersebut didapatlah hasil bahwa untuk kedua variabel yakni 

penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi mempengaruhi tingkat 

kepercayaan masyarakat dengan nilai F yaitu 144,880 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,001. Hal ini menyimpulkan bahwa ketika nilai signifikansi berada di 

bawah 0,05 maka hipotesis tidak dapat ditolak atau koefisien regresi signifikan, 

hal ini juga berarti bahwa untuk kedua variabel independen yakni penerapan 

prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap tingkat kepercayaa masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan.  

 

4.3.4.2 Pengujian Secara Parsial (T-Test) 

Pengujian ini mengetahui hubungan antara variabel independen dengan 

dependen secara parsial atau terpisah yakni apakah penerapan prinsip 

akuntabilitas dan prinsip transparansi secara terpisah memiliki pengaruh terhadap 

tingkat kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan. Pengujian ini 

menggunakan T-test untuk menguji hubungan antar variabel secara parsial 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (alpha = 5%).  

Dari hasil uji T didapatlah hasil bahwa untuk variabel prinsip akuntabilitas 

memiliki nilai t sebesar 8,758 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang 

berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikin penelitian ini berhasil menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip akuntabilitas 

dengan tingkat kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan.  

Variabel penerapan prinsip transparansi memiliki nilai t 4,826 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,01 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikin pula, 

penelitian ini berhasil menujukkan bahwa penerapan prinsip transparansi 
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berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan. 

Dari hasil uji t, didapatlah kesimpulan bahwa secara terpisah penerapan prinsip 

akuntabilitas dan prinsip transparansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan 

masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan.  

Berdasarkan hasil uji secara simultan dengan menggunakan uji F dan 

secara parsial dengan menggunakan uji t dapat disimpulkan bahwa melalui kedua 

uji tersebut didapat bahwa untuk uji F menunjukkan bahwa untuk kedua variabel 

independen yakni penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat 

di BPJS Ketengakerjaan sedangkan untuk uji t menunjukkan bahwa untuk kedua 

variabel independen yakni penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip 

transparansi secara terpisah (simultan) berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan 

masyarakat di BPJS Ketengakerjaan. Kedua uji tersebut juga menyimpulkan 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima yakni: 

H1: Penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepercayaan masyarakat. 

H2: Penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepercayaan masyarakat. 

 

4.4 Pembahasan 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah lembaga baru yang dibentuk 

oleh Pemerintah melalui disahkannya UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan, yang beroperasi penuh 

sejak tanggal 1 Juli 2015 bertujuan untuk menyelenggarakan dan memberikan 

jaminan sosial yang layak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terdapat 4 

jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Hari 

Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang 

dananya bersumber dari iuran-iuran tenaga kerja. 

Iuran tenaga kerja ini kemudian dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan 

semua hasil iuran beserta pengembangannya dikembalikan lagi sebesar-besarnya 

untuk kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri. Sejak berubah menjadi BPJS 

Ketenagakerjaan, institusi ini sudah bukan lagi bersifat profit oriented  melainkan 

public service oriented  sehingga BPJS Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan 

Analisis pengaruh..., Yordi Rizki Himawan, FEB UI, 2017



68 
 

   Universitas Indonesia 

untuk mengambil keuntungan atas pengelolaan Dana Jaminan Sosial yang berasal 

dari masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Jaminan Sosial BPJS 

Ketenagakerjaan diawasi secara ketat oleh banyak lembaga-lembaga 

pemerintahan dan juga masyarakat. 

Menurut UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial pasal 4, terdapat 9 prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional 

yang harus di implementasikan. Semakin baik pengelolaan Dana Jaminan Sosial 

oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka diyakinkan bahwa masyarakat akan 

sepenuhnya percaya terhadap BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola dan 

mengembangkan Dana Jaminan Sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang. 

Atas dasar di atas, maka harapan masyarakat adalah BPJS 

Ketenagakerjaan dapat mengelola Dana Jaminan Sosial dengan baik dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaran sistem jaminan sosial, di 

antaranya ialah prinsip akuntabilitas dan transparansi yang keduanya merupakan 

variabel yang diuji untuk mengetahui apakah penerapan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.  

 

4.4.1 Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan 

Masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan 

BPJS Ketenagakerjaan dalam praktiknya, diwajibkan untuk menerapkan 

prinsip akuntabilitas dalam semua proses bisnis yang dilakukan, terlebih yang 

berhubungan dengan pengelolaan Dana Jaminan Sosial. Sesuai dengan prinsip 

penyelenggaran Sistem Jaminan Sosial Nasional, disebutkan bahwa salah satu 

prinsip yang harus di terapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ialah prinsip 

akuntabilitas, yang berarti bahwa semua pengelolaan Dana Jaminan Sosial harus 

dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu, berdasarkan prinsip good 

governance baik yang berlaku umum di Indonesia maupun menurut International 

Social Security Association (ISSA), prinsip akuntabilitas merupakan sebuah 

prinsip yang wajib ada dan diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, karena hal ini 

juga yang mengindikasikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah menerapkan 

praktik good governance dengan baik. 

Penerapan prinsip akuntabilitas erat kaitannya dengan kepercayaan 

masyarakat. Jika sebuah lembaga mengelola dana dengan menerapkan prinsip 
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yang akuntabel atau penuh pertanggungjawaban maka masyarakat akan merasa 

aman dan percaya bahwa dana yang tersimpan di lembaga tersebut akan baik-baik 

saja. Terdapat tiga hal yang dapat meingkatkan kepercayaan publik yakni 

transparansi, akuntabilitas, dan integritas (Zainal, 2014). Sama halnya dengan 

BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah percaya penuh terhadap lembaga ini untuk 

mengelola Dana Jaminan Sosial yang berasal dari masyarakat yang nilainya akan 

selalu bertambah dari tahun ke tahun. Jika pengelolaan Dana Jaminan Sosial yang 

dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak akuntabel atau tidak dapat 

dipertanggungjawabkan maka tidak hanya masyarakat yang tidak akan percaya 

lagi dengan BPJS Ketenagakerjaan namun begitu juga dengan Pemerintah. 

Hal ini sesuai dengan teori pemangku kepentingan (Stakeholders Theory) 

yaitu sebuah perusahaan bukanlah sebuah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat kepada pemangku 

kepentingan (Ghozali dan Chariri, 2007) dalam konteks ini ialah masyarakat. 

Dengan diperhatikannya penerapan atas prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan 

Dana Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan hal ini menunjukkan bahwa 

BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan manfaat kepada masyarakat serta 

memenuhi prinsip-prinsip good governance. Jika semakin tinggi tingkat 

kepatuhan yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya 

sesuai dengan praktik good governance, maka akan semakin tinggi pula tingkat 

kepercayaan masyarakat. 

Sejalan dengan hasil penelitian Widiastuty, Handyani, dan Nurrizkiana 

(2017) yang memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan public-

stakeholders. Artinya, penge-lolaan keuangan daerah yang akuntabel akan 

meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada pemerintah daerah. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur perlu 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya agar kepercayaan 

public-stakeholders kepada pemda semakin meningkat. 

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas 

berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan. Adapun 

prinsip akuntabilitas yang dimaksud adalah: 
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a. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial selalu dilakukan secara optimal dengan 

mempertimbangkan aspek kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang 

memadai. 

b. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat 

kepada seluruh masyarakat 

c. Dana Jaminan Sosial yang diterima oleh masyarakat sudah sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Pelaksanaan program Jaminan Sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat. 

e. Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial selalu 

disajikan secara tepat waktu. 

Semua ini menyimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan 

prinsip akuntabilitas dengan baik dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial dan 

penerapan prinsip akuntabilitas yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan 

berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dan ini juga menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini yakni penerapan prinsip akuntabilitas 

mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan. 

 

4.4.2 Pengaruh Penerapan Prinsip Transparansi Terhadap Kepercayaan 

Masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan 

Prinsip transparansi merupakan prinsip wajib yang harus diterapkan oleh 

BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 4 yang salah stau prinsip penyelanggaran 

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah keterbukaan yakni transparansi atas semua 

informasi mengenai pengelolaan Dana Jaminan Sosial yang bersumber dari iuran 

masyarakat. Bukan hanya hubungannya dengan kepercayaan masyarakat, namun 

dengan diterapkannya prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Jaminan 

Sosial maka hal ini berarti bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah mematuhi dan 

menjalankan prinsip-prinsip good governance dengan baik. 

Sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa hubungan keagenan 

ialah suatu kontrak yakni satu orang atau lebih pihak (prinsipal) memberikan 

tugas kepada pihak lain (agen) untuk melaksanakan tugas dan pendelegasian 

wewenang dalam pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Implikasi 
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teori keagenan dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan 

legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. Ditinjau dari perspektif hubungan 

keagenan antara legislatif dengan eksekutif, eksekutif adalah agent dan legislatif 

adalah principal (Halim dan Abdullah, 2006). Dalam hal ini Pemerintah sebagai 

principal mempercayakan BPJS Ketenagakerjaan (agen) untuk mengelola Dana 

Jaminan Sosial yang berasal dari masyarakat.  

Pemerintah selalu melakukan evaluasi atas pengelolaan Dana Jaminan 

Sosial tersebut yang dilihat dari reaksi-reaksi masyarakat atas kebijakan yang 

dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan Dana 

Jaminan Sosial tersebut, terutama yang berhubungan dengan transparansi. 

Penerapan prinsip transparansi tidak hanya untuk memenuhi praktik good 

governance saja namun dengan adanya peneraparan atas prinsip transparansi 

diharapkan masyarakat akan percaya bahwa Dana Jaminan Sosial yang mereka 

bayar setiap bulan ke BPJS Ketenagakerjaan akan dikelola dengan baik dan 

manfaatnya akan dikembalikan kembali ke masyarakat sesuai dengan masa yang 

telah ditentukan.  

Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Dana 

Jaminan Sosial setiap bulan yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat 

melalui kanal website BPJS Ketenagakerjaan. Diamod (2002) menyatakan bahwa 

informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat atas 

meningkatnya trans-paransi dari aktivitas pemerintah. Hal yang sama juga 

diungkapkan Nordiawan (2010) bahwa penyajian informasi yang utuh dalam 

laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan 

akuntabilitas. Kepercayaan masyarakat yang dijaga oleh BPJS Ketenagakerjaan 

melalui penerapan prinsip transparansi akan memperkuat eksistensi BPJS 

Ketenagakerjaan dimata Pemerintah dan membuktikan bahwa BPJS 

Ketenagakerjaan mampu mengelola Dana Jaminan Sosial tersebut. 

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa penerapan prinsip 

transparansi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan berpengaruh terhadap 

tingkat kepercayaan masyarakat. Adapun prinsip transparansi yang dimaksud: 

a. Komunikasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap masyarakat 

sudah cukup baik. 
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b. Program dan Kebijakan telah dipahami dengan baik oleh masyarakat melalui 

sosialiasi oleh BPJS Ketenegakerjaan. 

c. Informasi mengenai Laporan Keuangan dan pengelolaan Dana Jaminan Sosial 

dapat dengan mudah diakses. 

d. Informasi mengenai kewajiban dan hak-hak tenaga kerja dapat dengan mudah 

diakses oleh masyarakat. 

Semua ini menuju pada kesimpulan bahwa secara keseluruhan BPJS 

Ketenagakerjaan telah menerapkan prinsip transparansi dan hal ini berpengaruh 

terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini juga dapat menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini yakni prinsip transparansi berpengaruh terhadap 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan. 

 

4.4.3 Analisis Tambahan 

Dari hasil wawancara mendalam ke ketiga responden yang memahami 

praktik good governance khususnya dalam hal penerapan prinsip akuntabilitas 

dan transparansi, diketahui bahwa sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan telah cukup 

baik dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, namun masih 

terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat yang 

bergantung pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dijalankan 

oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat dipertahankan. 

Hal tersebut antara lain misalnya saja informasi mengenai kewajiban dan 

hak-hak tenaga kerja, banyak tenaga kerja muda yang masih belum cukup paham 

sebenarnya apa kewajiban dan hak mereka sebagai peserta. Para tenaga kerja 

tersebut hanya mengetahui bahwa perusahaan hanya mengikutsertakan mereka 

sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tanpa ada informasi yang cukup mengenai 

kewajiban dan hak mereka sebagai peserta. Selain itu program dan kebijakan yang 

dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan dirasa belum cukup dipahami oleh 

masyarakat luas, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perusahaan-

perusahaan yang tidak peduli untuk mendaftarkan pekerja mereka sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan.  

Dari kedua contoh tersebut, responden pertama menganggap bahwa hal 

tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat, tenaga kerja muda yang 
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belum mendapatkan cukup informasi mengenai hak dan kewajiban mereka 

memungkinan mereka berfikir bahwa BPJS Ketenagakerjaan belum cukup 

transparan untuk kewajiban dan hak sebagai peserta, ditambah dengan 

perusahaan-perusahaan baru yang masih belum mau untuk mendaftarkan diri 

mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, responden 

menganggap bahwa jika BPJS Ketenagakerjaan lebih giat lagi dalam 

menginformasikan kewajiban, hak, dan program-programnya ke masyarakat luas 

secara berkala maka diharapkan masyarakat akan berfikir bahwa BPJS 

Ketenagakerjaan telah menerapkan prinsip transparansi dan hal ini dapat 

mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap BPJS Ketenagakerjaan. 

Berbeda dengan apa yang dirasa oleh responden kedua, ia merasa bahwa 

BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan prinsip transparansi dengan baik, namun 

ia menganggap bahwa ada beberapa hal yang seharusnya dapat ditambah oleh 

BPJS Ketenagakerjaan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas terutama yang 

berhubungan dengan pelaksanaan program jaminan sosial benar-benar dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat. Sejalan dengan informasi dari responden pertama, 

jika perusahaan belum mendaftarkan pekerja mereka sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan maka hal ini juga akan berdampak bahwa mereka tidak akan 

benar-benar merasakan manfaat dari program jaminan sosial yang dimiliki oleh 

BPJS Ketenagakerjaan, dan hal ini sangat jelas berpengaruh terhadap tingkat 

kepercayaan masyarakat. Pemerintah menunjuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai 

sebuah lembaga yang menangani jaminan sosial untuk seluruh masyarakat 

Indonesia, dan jika terdapat masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan 

jaminan sosial dengan baik maka dikhawatirkan hal ini dapat membuat ragu 

masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan. 

Selain itu responden terakhir menyatakan bahwa masih terdapat keraguan 

dalam pernyataan program dan kebijakan telah dipahami dengan baik oleh 

masyarakat melalui sosialisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sejalan dengan 

informasi yang disampaikan oleh responden pertama, masih banyak perusahaan-

perusahaan yang belum mendaftakan diri mereka sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Responden ketiga menyatakan ada beberapa penyebab di antara 

masih kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk mengetahui program dan 

kebijakan yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan, selain itu banyak yang 
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menganggap bahwa mengikuti program jaminan sosial masihlah belum terlalu 

penting sehingga perusahaan enggan untuk mendaftar sebagai peserta, dan dari 

sisi BPJS Ketenagakerjaan dirasa masih kurang dalam hal mensosialisasikan 

program dan kebijakan yang dimiliki sehingga tidak sedikit yang masih belum 

mengetahui dan sadar mengenai pentingnya mengikuti program jaminan sosial.  

Ketiga responden tersebut pun menyimpulkan hal yang sama, walaupun 

penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah cukup baik, BPJS 

Ketenagakerjaan harus bekerja lebih giat lagi dalam menginformasikan program 

dan jaminan sosial yang dimiliki agar seluruh masyarakat dapat merasakan 

perlindungan jaminan sosial yang paripurna dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini 

dapat dilakukan melalui penguatan branding image dengan cara sosialiasi secara 

massive baik ke perusahaan-perusahaan baru yang belum mendaftarkan 

pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga ke perusahaan-

perusahaan existing untuk menginformasikan kembali mengenai hak dan 

kewajiban sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta program dan kebijakan 

baru yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan, karena iklan termudah dan paling 

efektif ialah dari mulut ke mulut. Dan hal ini mereka yakini dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat ke BPJS Ketenagakerjaan. 
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BAB 5 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN  

DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh banyak hal, terlebih jika 

dikaitkan dengan sejumlah uang yang dititipkan kepada sebuah lembaga untuk 

dikelola, hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh penerapan prinsip akuntabilitas 

dan prinsip transparansi. Kedua prinsip ini merupakan prinsip-prinsip yang 

terdapat dalam penerapan praktik good governance. BPJS Ketenagakerjaan 

berkomitmen untuk secara terus menerus menjalankan praktik good governance 

di setiap proses bisnis yang dilakukan, khususnya dalam hal pengelolaan Dana 

Jaminan Sosial yang erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Hal ini 

diwujudkan BPJS Ketenagakerjaan dengan membentuk urusan good governance 

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan praktik-praktik good governance yang 

ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan. 

Prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi merupakan prinsip good 

governance yang saling berhubungan satu sama lain. Jika dikaitkan dengan 

pengelolaan Dana Jaminan Sosial, kedua prinsip ini haruslah dilaksanakan. 

Pengelolaan Dana Jaminan Sosial harus dilakukan secara akuntabel dan penuh 

tanggung jawab serta harus di informasikan ke publik, hal inilah nantinya yang 

akan membuat masyarakat percaya bahwa Dana Jaminan Sosial milik mereka 

dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparan. 

Penelitian ini untuk menguji apakah memang benar terdapat pengaruh 

antara penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dengan tingkat 

kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan. 

Dari hasil pengujian dibuktikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dalam 

praktiknya yakni pengelolaan Dana Jaminan Sosial telah menerapkan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi dan secara langsung kedua prinsip ini berpengaruh 

terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan. 

Dengan kata lain, masyarakat percaya bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah 

mengelola Dana Jaminan Sosial seara akuntabel dan transparan. 
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5.2 Implikasi Penelitian 

Prinsip akuntabilitas erat kaitannya dengan tanggung jawab. Dalam 

penelitian ini prinsip akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap tingkat 

kepercayaan masyarakat. Hal ini mengandung implikasi bahwa kedepannya BPJS 

Ketenagakerjaan dalam hubungannya dengan pengelolaan Dana Jaminan Sosial 

harus lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan penerapan prinsip akuntabilitas 

agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga citra BPJS 

Ketenagakerjaan akan semakin baik di mata masyarakat. 

Prinsip transparansi erat kaitannya dengan keterbukaan. Dalam penelitian 

ini prinsip transparansi berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepercayaan 

masyarakat. Hal ini mengandung implikasi bahwa kedepannya BPJS 

Ketenagakerjaan harus dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses 

informasi, khususnya terkait dengan pengelolaan Dana Jaminan Sosial. Jika 

masyarakat mudah dalam mengakses informasi serta BPJS Ketenagakerjaan 

transparan dalan pengelolaan dananya maka hal ini dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang membuat hasil 

penelitian ini seharusnya dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif untuk 

mengetahui pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap 

tangkat kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan. Adapun keterbatasan 

dalam penelitan ini yakni: 

1. Cabang sampling yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada 6 

kantor cabang saja dari 121 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Dengan mengambil sampel sebanyak 6 kantor cabang saja dikhawatirkan 

belum dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif walaupun hanya 

dengan 6 kantor cabang didapat hasil bahwa penerapan prinsip akuntabilitas 

dan transparansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. 

Kemungkinan jika jumlah sampel kantor cabang ditambah akan memberikan 

hasil penelitian yang lebih mendalam lagi. 
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2. Perbedaan karakter, kondisi geografis, pendidikan, dan umur juga merupakan 

kendala ataupun keterbatasan dalam penelitian ini dikarenakan dengan kondisi 

yang berbeda-beda dikhawatirkan dapat mempengaruhi jawaban responden 

atas pernyataan yang diberikan karena tidak semua responden paham 

mengenai praktik good governance.  

 

5.4 Saran 

Dari kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah cabang yang dijadikan sampel 

seharusnya bisa lebih banyak, dengan lebih banyaknya lagi cabang yang menjadi 

sampel dalam penelitian maka diharapkan akan memberikan hasil yang lebih 

mendalam dan komprehensif. Tidak hanya itu, penyeragaman kriteria responden 

juga diperlukan, harapannya adalah dengan ditelitinya responden yang berkriteria 

sama untuk pengujian dalam sebuah penelitian maka hasilnya pun akan menjadi 

lebih baik. Selain itu, pemberian pernyataan tambahan seperti misalnya 

pernyataan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian ini berfungsi sebagai 

kontrol bahwa kuesioner yang diajukan ke responden benar-benar dibaca dan 

dijawab oleh reponden diharapkan akan menjadikan penelitian ini menjadi lebih 

baik. 
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LAMPIRAN 

 

PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS (X1) 

No Kode Pertanyaan SS S RR TS STS 
1 AK1 Pengelolaan Dana Jaminan Sosial 

selalu dilakukan secara optimal 

dengan mempertimbangkan aspek 

kehati-hatian, keamanan dana, dan 

hasil yang memadai. 
2 AK2 Pengelolaan Dana Jaminan Sosial 

disajikan secara terbuka, cepat, dan 

tepat kepada seluruh masyarakat 

3 AK3 Dana Jaminan Sosial yang diterima 

oleh masyarakat sudah sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku. 
4 AK4 Pelaksanaan program Jaminan Sosial 

benar-benar dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat. 
5 AK5 Laporan Keuangan BPJS 

Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan 

Sosial selalu disajikan secara tepat 

waktu. 
6 AK6 Pelaksanaan audit atas pengelolaan 

Dana Jaminan Sosial harus 

dilaksanakan secara independen dan 

berkala. 
7 AK7 Proses dan pertanggungjawaban 

Dana Jaminan Sosial harus diawasi 

secara terus menerus 
8 AK8 Adanya laporan hasil audit yang 

dipublikasikan atas pengelolaan 

Dana Jaminan Sosial yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI (X2) 

No Kode Pertanyaan SS S RR TS STS 
1 TR1 Komunikasi yang dilakukan oleh 

BPJS Ketenagakerjaan terhadap 

masyarakat sudah cukup baik. 

2 TR2 Program dan Kebijakan telah 

dipahami dengan baik oleh 

masyarakat melalui sosialiasi oleh 

BPJS Ketenegakerjaan 

Lampiran 1. Daftar Pernyataan Uji Kuesioner 
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3 TR3 Informasi mengenai Laporan 

Keuangan dan pengelolaan Dana 

Jaminan Sosial dapat dengan mudah 

diakses 
4 TR4 Informasi mengenai kewajiban dan 

hak-hak tenaga kerja dapat dengan 

mudah diakses oleh masyarakat 

KEPERCAYAAN MASYARAKAT (Y) 

No Kode Pertanyaan SS S RR TS STS 

1 KM1 Saya sangat percaya akan 

kemampuan BPJS Ketenagakerjaan 

dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. 

2 KM2 Menurut Saya BPJS 

Ketenagakerjaan telah berhasil 

dalam menjalankan tugas dan fungsi 

kerjanya. 

3 KM3 BPJS Ketenagakerjaan 

memperlakukan setiap peserta 

dengan adil. 

4 KM4 Keputusan yang dibuat oleh BPJS 

Ketenagakerjaan selalu 

memperhatikan masyarakat sebagai 

pesertanya. 

5 KM5 BPJS Ketenagakerjaan selalu 

terbuka dalam memberikan 

informasi. 

6 KM6 BPJS Ketenagakerjaan tidak 

mempersulit saya dalam meminta 

informasi. 

7 KM7 Saya percaya dengan kinerja 

pengelolaan Dana Jaminan Sosial 

BPJS Ketenagakerjaan 

8 KM8 BPJS Ketenagakerjaan mampu 

memenuhi kebutuhan dan hak saya 

sebagai peserta. 

9 KM9 Saya merasakan loyalitas terhadap 

BPJS Ketenagakerjaan 

10 KM10 Dibandingkan dengan organisasi 

lain sejenis, BPJS Ketenagakerjaan 

memiliki hubungan yang paling baik 

dengan saya. 

Lampiran 1. Daftar Pernyataan Uji Kuesioner (Lanjutan) 
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a. Hasil Uji Validitas 

 

 

Lampiran 2. Hasil Pilot Test Uji Kuesioner 
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Lampiran 2. Hasil Pilot Test Uji Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 2. Hasil Pilot Test Uji Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 2. Hasil Pilot Test Uji Kuesioner (Lanjutan) 

 

Lampiran 2. Hasil Pilot Test Uji Kuesioner (Lanjutan) 
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b. Hasil Uji Reliabilitas 

Case Processing Summary 

 
  N % 

 Cases Valid 44 100,0 
 Excludeda 0 0,0 
 Total 44 100,0 
 a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

     Reliability Statistics 

   Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

   ,935 22 
   

   

 
 

 Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

AK1 81,8750 114,574 ,623 ,932 
AK2 81,9750 113,717 ,601 ,933 
AK3 82,0500 115,946 ,568 ,933 
AK4 82,1000 116,503 ,544 ,934 
AK5 82,0500 114,203 ,649 ,932 
AK6 81,3000 123,344 ,135 ,939 
AK7 81,3250 124,071 ,082 ,940 
AK8 81,3500 121,721 ,216 ,938 
TR1 82,2750 114,410 ,639 ,932 
TR2 82,4500 114,203 ,551 ,934 
TR3 82,0250 116,128 ,599 ,933 
TR4 82,1250 114,933 ,715 ,931 
KM1 82,0000 110,359 ,783 ,929 
KM2 82,2250 110,794 ,880 ,928 
KM3 82,0250 112,948 ,740 ,930 
KM4 81,9750 112,948 ,732 ,931 
KM5 81,9750 113,820 ,676 ,931 
KM6 81,8750 113,753 ,645 ,932 
KM7 82,0250 110,281 ,777 ,930 
KM8 82,0000 111,436 ,814 ,929 
KM9 82,0500 113,587 ,658 ,932 
KM10 82,3250 112,789 ,650 ,932 

 

Lampiran 2. Hasil Pilot Test Uji Kuesioner (Lanjutan) 
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PENGARUH PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN 

TRANSPARANSI TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT 

DI BPJS KETENEGAKERJAAN 

A. Umum 

Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertanyaan di bawah ini hanya semata-

mata digunakan untuk memperoleh data penelitian dalam rangka untuk 

mengukur pengaruh antara penerapan prisnip akuntabilitas dan transparansi 

terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, dalam konteks ini masyarakat ialah 

peserta aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kuesioner ini 

disebarkan dalam rangka penelitian tesis Magister Akuntansi Universitas 

Indonesia. 

Saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuisioner 

sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Saya juga mengucapkan 

terima kasih atas kerjasama dan bantuan dari Bapak/Ibu yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini. 
 

B. Petunjuk Pengisian 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut pendapat Bapak/Ibu 

dengan memberi tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia. Ada lima 

alternatif jawaban yang dapat Bapak/Ibu pilih, yaitu:   

 SS    = Sangat Setuju 

 S    = Setuju 

 RR   = Ragu-Ragu 

 TS    = Tidak Setuju 

 STS = Sangat Tidak Setuju 

 

C. Data Responden 

Semua data responden akan dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan 

dalam penelitian ini. 

Nama Responden  :  

No Hp / Email  :   

Nama Perusahaan  :  

Terdaftar di Cabang : BPJS Ketenagakerjaan Cabang ........................ 

Jenis Kelamin  :  Pria          Wanita 

Usia   :       21-30 tahun         31-40 tahun     

            41-55 tahun 

Pendidikan Terakhir :  Diploma         Sarjana        

            Pascasarjana 
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Lamanya terdaftar sebagai peserta :  

    < 5 tahun  6-10 tahun  11-20 tahun  21-30 

tahun 

D. Kusioner Penelitian 

PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS (X1) 

No Pertanyaan SS S RR TS STS 

1 Pengelolaan Dana Jaminan Sosial selalu 

dilakukan secara optimal dengan 

mempertimbangkan aspek kehati-hatian, 

keamanan dana, dan hasil yang memadai.   

  

      

2 Pengelolaan Dana Jaminan Sosial disajikan 

secara terbuka, cepat, dan tepat kepada 

seluruh masyarakat   

  

      

3 Dana Jaminan Sosial yang diterima oleh 

masyarakat sudah sesuai dengan peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku.   

  

      

4 Pelaksanaan program Jaminan Sosial 

benar-benar dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat.   

  

      

5 Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan 

dan Dana Jaminan Sosial selalu disajikan 

secara tepat waktu.   

  

      

 

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI (X2) 

No Pertanyaan SS S RR TS STS 

1 Komunikasi yang dilakukan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan terhadap masyarakat 

sudah cukup baik.   

  

      

2 Program dan Kebijakan telah dipahami 

dengan baik oleh masyarakat melalui 

sosialiasi oleh BPJS Ketenegakerjaan   

  

      

3 Informasi mengenai Laporan Keuangan dan 

pengelolaan Dana Jaminan Sosial dapat 

dengan mudah diakses   

  

      

4 Informasi mengenai kewajiban dan hak-hak 

tenaga kerja dapat dengan mudah diakses 

oleh masyarakat   
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KEPERCAYAAN MASYARAKAT (Y) 

No Pertanyaan SS S RR TS STS 

1 Saya sangat percaya akan kemampuan 

BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya.   

  

      

2 Menurut Saya BPJS Ketenagakerjaan telah 

berhasil dalam menjalankan tugas dan 

fungsi kerjanya.   

  

      

3 BPJS Ketenagakerjaan memperlakukan 

setiap peserta dengan adil.   

  

      

4 Keputusan yang dibuat oleh BPJS 

Ketenagakerjaan selalu memperhatikan 

masyarakat sebagai pesertanya.   

  

      

5 BPJS Ketenagakerjaan selalu terbuka 

dalam memberikan informasi.   

  

      

6 BPJS Ketenagakerjaan tidak mempersulit 

saya dalam meminta informasi.   

  

      

7 Saya percaya dengan kinerja pengelolaan 

Dana Jaminan Sosial BPJS 

Ketenagakerjaan   

  

      

8 BPJS Ketenagakerjaan mampu memenuhi 

kebutuhan dan hak saya sebagai peserta.   

  

      

9 Saya merasakan loyalitas terhadap BPJS 

Ketenagakerjaan   

  

      

10 Dibandingkan dengan organisasi lain 

sejenis, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 

hubungan yang paling baik dengan saya.   
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Lampiran 4. Profil Responden 

a. Jenis Kelamin 

Cabang Pria Wanita Total 

Meulaboh 3 0 3 

Ternate 2 2 4 

Palopo 3 1 4 

Sukabumi 6 20 26 

Sidoarjo 15 15 30 

Pekanbaru 16 17 33 

Lain-lain 19 25 44 

Total 64 80 144 

Persentase 44.44% 55.56% 100% 

 

b. Usia 

Cabang 21-30 tahun 31-40 tahun 41-55 tahun Total 

Meulaboh 1 1 1 3 

Ternate 0 2 2 4 

Palopo 2 1 1 4 

Sukabumi 16 9 1 26 

Sidoarjo 9 14 7 30 

Pekanbaru 13 12 8 33 

Lain-lain 22 15 7 44 

Total 63 54 27 144 

Persentase 43.75% 37.50% 18.75% 100% 

 

c. Pendidikan 

Cabang Diploma Sarjana Pascasarjana Total 

Meulaboh 3 0 0 3 

Ternate 2 2 0 4 

Palopo 3 1 0 4 

Sukabumi 15 10 1 26 

Sidoarjo 12 14 4 30 

Pekanbaru 18 12 3 33 

Lain-lain 30 7 7 44 

Total 83 46 15 144 

Persentase 57.64% 31.94% 10.42% 100% 
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Lampiran 4. Profil Responden (Lanjutan) 

d. Lamanya terdaftar sebagai Peserta 

Cabang < 5 Tahun 6-10 Tahun 11-20 Tahun 21-30 Tahun Total 

Meulaboh 2 1 0 0 3 

Ternate 4 0 0 0 4 

Palopo 3 1 0 0 4 

Sukabumi 18 5 3 0 26 

Sidoarjo 15 12 3 0 30 

Pekanbaru 16 12 4 1 33 

Lain-lain 21 17 6 0 44 

Total 79 48 16 1 144 

Persentase 54.86% 33.33% 11.12% 0.69% 100% 
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a. Rekap Total Jawaban 

No 
Akuntabilitas Tranparansi Kepercayaan Masyarakat 

Pengukuran 

Variabel Total 

Pengukuran 

Variabel Total 

Pengukuran 

Variabel Total 

1 SS 238 SS 214 SS 536 

2 S 312 S 243 S 730 

3 RR 167 RR 115 RR 167 

4 TS 3 TS 4 TS 7 

5 STS 0 STS 0 STS 0 

Total 720 576 1440 

 

b. Rekap Jawaban Pernyataan Akuntabilitas 

  AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 

SS 53 51 47 44 43 

S 51 70 40 78 73 

RR 39 21 57 22 28 

TS 1 2 0 0 0 

STS 0 0 0 0 0 

 

c. Rekap Jawaban Pernyataan Transparansi 

  TR1 TR2 TR3 TR4 

SS 122 22 37 33 

S 22 86 84 51 

RR 0 32 23 60 

TS 0 4 0 0 

STS 0 0 0 0 

 

d. Rekap Jawaban Pernyataan Kepercayaan Masyarakat 

  KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 KM7 KM8 KM9 KM10 

SS 144 40 49 42 42 51 46 44 39 39 

S 0 83 79 84 82 79 77 83 86 77 

RR 0 20 14 18 19 13 20 17 19 27 

TS 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 

STS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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